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MOTTO 
 
                      
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
 
...           ...  
“...Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu...” 
(QS. Ibrahim: 7) 
 
  
vii 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN 
Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini 
dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang 
tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk : 
1. Kedua orang tuaku tercinta yang selama ini membimbing, mengarahkan, 
mendoakan dan memberikan semangat dalam belajar agar ilmu yang di dapat 
bermanfaat, ridha kalian adalah semangatku. 
2. Saudara saya, Mbak Dewi Al’An Shary, M. Rizki Agil Komarudin, Mas Lilik 
dan Mbak Ririn yang selalu memberikan semangat, motivasi dan arahan 
kepada saya, serta seluruh keluarga besarku terima kasih atas do’a restunya. 
3. Teman-teman seperjuangan angkatan perdana (2014) jurusan Hukum Pidana 
Islam. 
4. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester 
pertama hingga sekarang. 
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
 
  
viii 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
x 
 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
xi 
 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh :  
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وزلافطلأا ةض  Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ محمد ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Fatimah Chintia Syahri, NIM: 142131012, “PANDANGAN HUKUM 
PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus 
Putusan Nomor 157/Pid. B/2017/PN. Surakarta)”.Permasalahan yang diangkat 
sebagai fokus penelitian adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara Nomor: 157/Pid.B/2017/PN. Surakarta mengenai tindak pidana penipuan 
serta pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah salinan putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta perkara Nomor: 157/Pid.B/2017/PN. Surakarta. 
Sumber data dari penelitian ini data sekunder, bahan hukum primair yaitu Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan salinan putusan Nomor: 
157/Pid.B/2017/PN. Surakarta. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh 
atau berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian, 
internet. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah dasar pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara Nomor: 157/Pid.B/2017/PN. Surakarta tentang tindak pidana 
penipuan sudah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 191 KUHAP, hukuman yang 
dijatuhkan Majelis Hakim yaitu berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang 
dihubungkan dengan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, dan perbuatan 
Terdakwa terbujti secara sah melanggar Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) KUHP 
dengan pidana penjara 1 (satu)  tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan menurut hukum 
pidana Islam mengenai tindak pidana penipuan ini termasuk dalam jari>mah ta'zi>r, 
dikategorikan dalam ta'zi>r karena melakukan perbuatan pelanggaran yang 
menyinggung hak individu, yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada 
orang tertentu. Sehingga menurut penulis mengenai macam hukuman ta'zi>r maka 
tergantung pada wewenang dari penguasa (hakim) seperti hukuman penjara. 
 
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Penipuan,  Ta'zi>r. 
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ABSTRACT 
 
Fatimah Chintia Syahri, NIM: 142131012, "ISLAMIC CRIMINAL 
VIEWS ON FRAUD CRIMINAL ACTION (Case Study of Decision Number 
157 / Pid. B / 2017 / PN. Surakarta)" The problem raised as the focus of 
research is the analysis of judges' consideration in deciding Number case : 157 / 
Pid.B / 2017 / PN. Surakarta concerning fraudulent acts as well as the views of 
Islamic criminal law against criminal acts of fraud. 
This type of research is library research, which is research by collecting 
research materials by examining the copy of the Surakarta District Court verdict 
Case Number: 157 / Pid.B / 2017 / PN. Surakarta. Sources of data from this study 
are secondary data, primary law materials namely the Criminal Code (KUHP) and 
a copy of the decision Number: 157 / Pid.B / 2017 / PN. Surakarta. Secondary 
legal material is data obtained or derived from library materials such as books, 
journals, research results, internet. Tertiary legal materials are materials that give 
instructions and explanations of primary and secondary legal materials, such as 
dictionaries and encyclopedias. 
The conclusion that can be taken is the basis of the judge's consideration in 
deciding cases No. 157 / Pid.B / 2017 / PN. Surakarta concerning criminal acts of 
fraud is in accordance with Article 183 and Article 191 of the Criminal Procedure 
Code, the sentence imposed by the Panel of Judges is based on the facts of the 
trial connected with evidence obtained in court, and the Defendant's actions 
legally violated Article 378 KUHP jo 55 paragraphs (1) KUHP with 
imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months. Whereas according to Islamic 
criminal law regarding the crime of fraud is included in the jari>mah ta'zi>r, 
categorized in ta'zi>r for committing an offense that offends an individual's right, 
namely an act that results in a loss to a particular person. So according to the 
author regarding the type of punishment ta'zi>r  it depends on the authority of the 
ruler (judge) such as a prison sentence. 
 
Keywords: Islamic Criminal Law, Fraud, Ta'zi>r. 
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1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dengan seiring perkembangan teknologi dan pengetahuan yang 
semakin maju serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat, sehingga 
kejahatanpun juga semakin berkembang. Kejahatan merupakan salah satu 
perbuatan melawan hukum. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara 
pemerintah dan masyarakat sehingga kejahatan yang tidak dapat dihilangkan 
tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin. 
Akhir-akhir ini kejahatan yang semakin banyak dan marak di 
masyarakat adalah kejahatan mengenai penipuan. Kejahatan penipuan yang 
dilakukan oleh pelaku dengan tipu muslihat merangkai suatu kebohongan 
untuk mengelabuhi korban. Banyak faktor yang melatar belakangi tindak 
pidana penipuan ini misalnya faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan dan 
adanya kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. 
Tindak pidana penipuan ini sudah tercantum dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 378. 
Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah berasal dari kata dasar tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang 
tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk 
2 
 
 
 
menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah 
proses, perbuatan, atau cara menipu.
1
 
Tindak pidana penipuan telah diatur Bab XXV Buku II  KUHP yang 
disebut pula dengan perbuatan curang, dimana didalamnya memuat berbagai 
bentuk penipuan yang dirumuskan. Tindak pidana penipuan dalam arti luas 
dikenal dan dinamakan bedrog, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang 
berbunyi: 
2
 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 
menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, 
atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam 
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3
 
 
Hampir setiap tahun di Pengadilan Negeri Surakarta menerima 
perkara mengenai tindak penipuan. Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri 
Surakarta menerima perkara penipuan sejumlah 35. Penipuan yang dilakukan 
dengan berbagai modus yang dilakukan pelaku yang ingin mengeruk 
keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum, melakukan tindak pidana 
penipuan dengan modus undian berhadiah, ada juga dengan cara mengaku 
orang pintar atau orang sakti yang bisa menggandakan uang atau menjadi 
kaya tanpa harus bekerja keras. Berikut salah satu contoh kasus penipuan di 
Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu pada Putusan Nomor 157/Pid. B/2017/PN. 
Skt yang mana dalam putusan merupakan kasus penipuan yang bermodus 
                                                          
1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembagan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 952. 
2
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 144. 
3
 Andi Hamzah, KUHP dan HUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 146. 
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undian berhadiah yang mana pelaku tindak pidananya lebih dari satu karena 
dalam melakukan aksinya terdakwa dibantu oleh teman-temanya yang 
mempunyai peran yang berbeda-beda. Dan kasus ini juga beda dari kasus 
penipuan di Pengadilan Surakarta pada tahun 2017 karena kasus ini dilakukan 
melalui media komunikasi yaitu telepon, tanpa adanya pertemuan secara 
langsung atau face to face. Sehingga kasus ini juga bisa disebut dengan kasus 
penipuan online. 
Dalam putusan nomor 157/Pid.B/2017/PN. Skt.
4
, peristiwa ini 
berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 korban membeli Pop Mie 
di Mall Paragon Kota Surakarta kemudian pada keesokan harinya hari Rabu 
tanggal 22 Februari 2017 di buka oleh korban dan ditemukan sebuah kupon 
berhadiah sebanyak 3 (tiga) lembar yang isinya undian berhadiah 5 buah 
sepeda motor, 29 handphone, ratusan LCD TV, 19 tablet dan 1 (satu) buah 
mobil NISSAN JUKE kemudian pada bagian yang digosok pada kartu undian 
korban menggosoknya mendapatkan hadiah 1 (satu) unit mobil NISSAN 
JUKE kemudian saksi korban menghubungi nomor telepon yang tertera di 
kupon yang mana telepon tersebut diterima oleh Saksi W dengan nama 
samara Edi Sujono yang mengaku sebagai pimpinan perusahaan Indofood 
kemudian korban disuruh mentransfer ke rekening Bank BRI 
126401004773501 an. Yayang Haryani dengan alasan untuk menyumbang 
yayasan sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) 
kemudian setelah uang di transfer oleh korban lalu Saksi W menyarankan 
                                                          
4
 Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.B/2017/PN. Skt perihal Penipuan 
Secara Bersama-sama, 19 Juli 2017. 
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kepada korban untuk menghubungi Saksi G yang mengaku sebagai petugas 
Polda Metro Jaya kemudian oleh Saksi G korban disuruh untuk mentransfer 
uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 
STJK (Surat Ijin Jalan Kendaraan) dan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima 
juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diganti oleh perusahaan 
uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI an. Yayang Haryani. Sehingga 
keseluruhan uang yang ditransfer oleh korban sebesar Rp. 14.700.000,- 
(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi G 
memberitahukan kepada Terdakwa N  lalu uang tersebut diambil oleh 
Terdakwa dengan menggunakan kartu ATM lalu uang tersebut di bagi 
bersama-sama dengan Saksi G dan Saksi W. 
Berdasarkan kasus diatas bahwa pada dasarnya tindak pidana 
penipuan ini tidak terlepas dengan harta kekayaan. Karena kasus-kasus 
tersebut menginginkan harta dari korbannya yang mana dengan tipu 
muslihatnya korban dapat terperangkap dalam jebakan pelaku, sehingga 
dengan mudahnya para korban mempercayai akan tipu muslihat tersebut.\ 
Allah telah melarang mengambil harta kaum muslim dengan cara 
yang bathil, hal ini tertuang dalam QS. An-Nissa’ ayat 29 yang berbunyi: 
                       
                       
           
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Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
5
 
 
Dari sisi tujuan Syar’i (pembuatan hukum) yang menjadi tujuan 
perumusan hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima 
sasaran pokok yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta harta 
benda.
6
 
Jika ditinjaun dari tujuan hukum, akibat dari penipuan pihak korban 
mengalami kerugian. Karena si pelaku penipuan menginginkan harta korban.
7
 
Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk 
hidup. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak 
milik orang lain dengan dalih apapun. Islam menganggap segala perbuatan 
mengambil hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai perbuatan 
yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti memakan barang haram.
8
 
Hukum Pidana Islam menggolongkannya ke dalam hukum pidana pencurian 
(sa>riqah) dan h}ira>bah.9 Namun menurut Sayyid Sabiq penipuan, pencopetan 
dan perampasan bukan termasuk dalam jari>mah pencurian (sa>riqah), sehingga 
                                                          
5
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV Alwaah, 1993), 
hlm. 122. 
6
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 107. 
7
 Zainuddin Ali, Hukum Islam..., hlm. 120. 
8
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandun: 
Pustaka Setia, 2013), hlm. 329. 
9
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 329. 
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meraka tidak wajib untuk mendapat hukuman h}ad potong tangan meskipun 
mereka wajib diberi saksi.
10
 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pandangan Hukum Pidana 
Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 
157/Pid. B/2017/PN. Surakarta.)”. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, masalah pokok dalam studi ini penyusun 
rumuskan sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta No. 157/Pid. B/2017/PN. Skt tentang 
tindak pidana penipuan? 
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 
157/Pid. B/2017/PN. Skt tentang tindak pidana penipuan? 
C. Tujuan Penelitian 
Setelah melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas, studi ini 
bertujuan untuk: 
1. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta No. 157/Pid. B/2017/PN. Skt tentang tindak 
pidana penipuan. 
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap putusan No. 
157/Pid. B/2017/PN. Skt tentang tindak pidana penipuan. 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah 4, (Jawa Barat: Keira, 2015), hlm. 146. 
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D. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan diatas, penuyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat 
untuk: 
1. Secara Teoritis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama 
masalah dalam memandang tindak pidana penipuan. 
2. Secara Praktis 
Diharapkan dapat menjadi masukan bagi  pihak yang berwenang dalam 
menangani tindak pidana penipuan. 
E. Kerangka Teori 
 Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi 
dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 
mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 
relevan oleh peneliti. 
1. Tindak Pidana 
 Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang 
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Stafwetboek atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.
11
 
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 
bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
delik diartikan dengan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
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 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2008), hlm. 59. 
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merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.
12
 
Menurut Teguh Prasetyo, delik adalah perbuatan yang melanggar hukum 
dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
dan pelakunya diancam dengan pidana.
13
 
 Definisi tindak pidana berdasarkan para pakar antara lain menurut 
Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap 
hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 
dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau 
tindakan yang dapat dihukum.  
 Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar 
larangan tersebut.
14
 
Jina>yah merupakan bentuk masdar dari kata jana. Secara etimologi 
jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jina>yah diartikan 
perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jina>yah dalam istilah hukum 
sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi yang 
diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah: 
 َكِلاَذ ِْيَْغ َْوا ٍلاَم َْوا ٍسْف َن ىَلَع ُلْعِفْلا َعَقَو ٌءاَوَس اًعْرَش ٌمَّرَُمُ ٌلْعِف َيِهَو ٌَةياَنِج 
                                                          
12
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 47. 
13
 Ibid, hlm. 217. 
14
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana..., hlm. 37. 
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“perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, 
harta benda, atau yang lainnya”. 
Jadi Jina>yah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ 
karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.
15
 
Istilah lain yang sepadan dengan istilah jina>yah adalah jari>mah.16 
Jari>mah (tindak pidana) di definisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai 
berikut: 
 ٌتَارُْوظَْمُ ٍرِْيزْع َت َْوا ٍّدَبِ اَه ْ نَع َلَاَع َت ُّللَّارَجَز ٌةَّيِعْرَش  
 
Artinya: 
Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau 
meninggalkan hal-hal yang dijawibkan) yang diancam dengan hukum 
had atau ta’zir.17 
 
Jina>yah atau jari>mah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan 
berat ringannya hukumnya sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh 
AL-Qur’an dan hadits. Atas dasar ini, para ulama membaginya menjadi 3 
macam yaitu jari>mah h}udu>d, jari>mah qis}a>s} diyat dan jari>mah ta’zi >r.  
a. Jari>mah H}udu>d 
Kata h}udu>d adalah bentuk jamak dari kata haddu yang berarti 
sesuatu yang menjadikan penghalang atas dua benda.
18
 Jari>mah 
                                                          
15
 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Pesantren 
Nawesea Press, 2010), hlm. 1. 
16
 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1. 
17
 Ibid., hlm. 11. 
18
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah ..., hlm. 1. 
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H}udu>d yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman 
hukumnya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman h{ad (hak Allah).19 
Macam-macam h}udu>d kalau ditinjau dari segi dominasi hak 
yang terdapat pada pensyariatan hukuman, h}udu>d terbagi menjadi 
dua kategori yaitu h}udu>d yang masuk ke dalam wilayah hak Allah 
dan hak manusia.20 
Hak Allah adalah hak masyarakat luas yang dampaknya dapat 
dirasakan oleh banyak orang, sedangkan hak manusia adalah hak 
yang terkait dengan manusia sebagai individu, bukan sebagai warga 
masyarakat. Oleh sebab itu, hak Allah disebut juga haqq al-’iba>d 
(hak masyarakat luas), bukan sekadar haqq al-fard (hak individu).21 
Menurut para ulama jari>mah h}udu>d dikategorikan menjadi 
tujuh, yaitu zina, qazf (menuduh zina), pencurian, perampokan atau 
hirabah, pemberontakan (al-baghy), minum-minuman keras, dan 
riddah  (murtad).22 
b. Jari>mah Qis}a>s} Diyat 
Jari>mah qis}a>s} diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa 
(menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam 
dengan hukuman qis}a>s} (serupa=semisal) atau hukum diyat (ganti 
                                                          
19
 Markhus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 
12. 
20
 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 16. 
21
  M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 49. 
22
 Markhus Munajat, Fikih Jinayah..., hlm. 10. 
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rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada di korban atau walinya. 
Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam jarimah qis}a>s} -
diyat ini adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi 
sengaja, menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau 
kesalahan, penganiayaan dengan sengaja dan menyebabkan orang 
luka karena kealpaan atau kesalahan.
23
 
c. Jari>mah Ta’zi>r 
Jari>mah ta’zi>r adalah suatu istilah untuk hukuman atas 
jari>mah-jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. 
dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum 
ditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan jari>mah ta’zi >r. Jadi, istilah 
ta’zi>r bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jari>mah 
(tindak pidana).
24
 
Ta’zi>r berlaku untuk semua orang yang melakukan 
kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, 
baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau 
kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran 
atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, 
baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat perlu diberi sanksi ta’zi>r 
agar tidak mengulangi perbuatannya.
25  
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 Ibid., hlm. 135. 
24
 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249. 
25
 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah..., hlm. 143. 
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2. Tindak Pidana Penipuan 
Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau 
perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan 
maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindak 
pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain 
sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum 
pidana. 
Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan 
bedrog, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 
kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus 
piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paing lama 
empat tahun. 
 
Dalam tindak penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif, 
unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 
a. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan 
alat bujuk atau penggerak; memakai nama palsu; memakai keadaan 
palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu:  
1) Menyerahkan suatu barang; 
2) Membuat utang; 
3) Menghapuskan piutang. 
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b. Unsur subjektif,: 
1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain; 
2) Dengan melawan hukum. 
Bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam 
Pasal 378 KUHP itu merupakan opzettlijk misddriif atau merupakan suatu 
kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.
26
 
Ditinjau dari syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta 
merupakan ciri munafik. Munafik seperti dinyatakan dalam Al-Qur’an 
sebagai berikut: 
                           
    
 
 
Artinya: 
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan 
yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan 
mendapat seorang penolongpun bagi mereka” (QS An-Nisa’ Ayat 145).27 
 
Ayat tersebut memberikan penilaian kepada orang munafik lebih 
membahayakan daripada orang kafir.
28
 
Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW telah mengharamkan 
dengan tegas semua bentuk penipuan dan kecurangan dalam hal apapun 
                                                          
26
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana..., hlm. 145. 
27
 Departemen Agama RI, Al Qur’an..., hlm. 147. 
28
 Zainuddin Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia), (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), hal. 120. 
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dan dalam keadaan bagaimanapun. Dalam hadis riwayat muslim yang 
berbunyi: 
 ِّنِم َسْيَل َف َشَغ ْنَم 
 “Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami” 
(Diriwayatkan oleh Muslim no. 102).  
Berikut beberapa bentuk penipuan yang biasa terjadi di tengah-
tengah kaum muslim: 
a. Memanipulasi data sebenarnya guna mendapatkan keuntungan yang 
bukan haknya. 
b. Menyembunyikan cacat barang dagangan, agar barangnya laku. 
c. Penipuan yang terjadi dalam praktek lelang. 
d. Berjual beli dengan orang yang tidak tahu harga guna menipunya.29 
Jika ditinjaun dari tujuan hukum, akibat dari penipuan pihak 
korban mengalami kerugian. Karena si pelaku penipuan menginginkan 
harta korban.
30
 Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan 
bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia 
sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. 
Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak 
milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, 
mengghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, 
                                                          
29
 Abu Muawiya, Haramnya Semua Bentuk Penipuan dikutip dari http://al-
atsariyyah.com/haramnya-semua-bentuk-penipuan.html# diakses 19 Maret 2018. 
30
 Zainuddin Ali, Hukum Islam..., hlm. 120. 
15 
 
 
 
menyuap dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil 
hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai perbuatan yang batal. 
Memakan hak milik orang lain berarti memakan barang haram. Hukum 
Pidana Islam menggolongkannya ke dalam hukum pidana pencurian dan 
h}ira>bah.31 
Pencurian (sari>qah) adalah mengambil harta milik seseorang 
dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sementara secara terminologis 
pencurian (sari>qah) adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-
sembunyi dari tempat penyimpanan.
32
 Para ulama fiqh membagi kejahatan 
terhadap harta benda menjadi 2 kategori. Pertama, pencurian yang 
diancam dengan hukuman h{ad (ancaman hukuman yang telah ditegaskan 
macam dan kadarnya dalam Al-Qur’an dan Sunnah). Kedua, pencurian 
yang diancam dengan hukuman ta’zi>r (ancaman hukuman yang bentuk 
dan kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya).
33
 
H}ira>bah sama dengan qat}’u tariq yaitu sekelompok manusia yang 
membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, 
tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.
34
 
Bentuk-bentuk jari>mah h}ira>bah itu ada empat macam, yaitu :35 
                                                          
31
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 329. 
32
 Nurul irfan, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 79. 
33
  Muhammad Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2001), hlm. 109. 
34
 Markhrus Munajat, Hukum Pidana..., hlm. 153. 
35
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 99. 
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a. Menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil 
harta; 
b. Mengambil harta tanpa membunuh; 
c. Membunuh tanpa mengambil harta; 
d. Mengambil harta dan membunuh orangnya. 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran penelitian terhadap berbagai 
literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan 
dengan fokus permasalahan yang diteliti, diantaranya sebagai berikut: 
Skripsi yang ditulis oleh Nur Ikhsan Fiandy (2012) yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan 
No.337/Pid.B/2011/PN. Mks)”36, didalam skripsi ini berfokus pada penerapan 
hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan. 
Istiqomah (1997) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP”37, dalam 
skripsi ini penulis membahas mengenai unsur-unsur yang terdapat didalam 
Pasal 378 KUHP, menerangkan tinjauan hukum Islam mengenai tindak pidana 
penipuan tersebut adalah haram, serta sanksi yang diberikan bagi pelaku 
tindak pidana penipuan. 
                                                          
36
 Nur Ikhsan Fiandy, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus 
Putusan No.337/Pid.B/2011/PN. Mks)”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, 
Makasar, 2012. 
37
 Istiwomah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 
KUHP”, Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 1997. 
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Adhi Dharma Aryyaguna (2017) dalam skripsinya yang berjudul 
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online 
(StudiKasus Cyber Crime Rekrimsus Polda Sulsel),
38
 Dalam skripsi ini penulis 
mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi cyber crime dan 
upaya yang dilakukan pihak kepolisian di Polda Sulawesi Selatan dalam 
menangani kasus Cyber Crime. Sehingga penelitian ini lebih berfokus ke 
cyber crime dari pada mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri. 
Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini akan menjelaskan 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana penipuan serta pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 
penipuan. 
G. Metode Penelitian 
Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian 
dengan membaca berkas putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan 
Nomor 157/ Pid. B/ 2017/ PN. Skt. mengenai tindak pidana penipuan dan 
                                                          
38
 Adhi Dharma Aryyaguna, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan 
berbasis Online (Studi Kasus Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel), Skripsi tidak 
diterbitkan, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017. 
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juga buku-buku yang berhubungan dengan perkara tindak pidana 
penipuan.
39
 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah sumber data 
sekunder, yang mana meliputi hal-hal berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan objek penelitian, adapun yang menjadi bahan hukum primer 
yaitu :
40
  
1) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
2) Putusan hakim tentang tindak pidana penipuan Nomor. 157/ Pid. 
B/ 2017/ PN. Surakarta. 
3) Pasal 183 dan pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) 
4) Dalam hukum Islam menggunakan al-Qur’an, hadis, buku Fiqih 
Jinayah, fiqh sunnah, serta buku asas-asas hukum pidana Islam. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-
buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum,  jurnal ilmu 
hukum.
41
 
 
 
 
                                                          
39
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 
hlm. 50. 
40
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23. 
41
 Ibid,. 
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c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 
dan surat kabar.
42
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui dokumentasi atau kepustakaan. Menurut M. 
Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan 
bahwa yang dimaksud dengan Studi kepustakaan adalah teknik 
pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-
buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 
hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
43
 
4. Teknik Analisis Data 
Metode yang dipakai penulis dalam menganalisis data yaitu dengan 
menggunakan metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan 
dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang 
dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif yaitu penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah 
berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian 
kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan.
44
 
 
                                                          
42
 Ibid, hlm, 24. 
43
 M. Nazir, Metode Penelitian cet.ke-5, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
44
 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran komprehensif berkenaan dengan 
penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:  
Bab I berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan.  
Bab II berisikan tentang Tinjauan umum yang berkaitan dengan 
pengetahuan umum mengenai materi yang dibahas. Yaitu pengertian tindak 
pidana, unsur delik dan jenis delik menurut hukum pidana Indonesia dan 
hukum pidana Islam, pengertian tindak pidana penipuan dan jenis jenis 
penipuan  serta pandangan hukum Pidana Islam terhadap tindak Pidana 
Penipuan yang terdapat didalam Pengadilan Negeri Surakata. 
Bab III berisikan gambaran umum Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 
1A Khusus mulai dari sejarah Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus, 
visi dan misi Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus, struktur 
organisasi Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus, dan putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta nomor 157/Pid. B/2017/PN. Skt mengenai tindak 
pidana penipuan. 
Bab IV berisikan analisis hasil penelitian mengenai tentang uraian 
analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 157/Pid. 
B/2017/PN. Surakarta yang membahas analisis dasar pertimbangan hakim 
terhadap tindak pidana penipuan dan pandangan hukum pidana Islam terhadap 
perkara tindak pidana penipuan. 
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 Bagian V merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan 
kesimpulan dan saran-saran yang disampaikan oleh penulis mengenai 
pendapatny/a setelah melakukan penelitian. 
22 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN 
 
A. Tinjauan Menurut Hukum Pidana 
1. Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang 
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Stafwetboek atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.
45
 
Menurut Simon dalam rumusannya straafbaarfeit itu adalah 
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari 
Simon mengapa straafbaarfeit harus dirumuskan seperti diatas karena: 
1) untuk adanya suatu straafbaarfeit disyaratkan bahwa di situ 
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan 
dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum 
2) agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu 
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan 
dengan undang-undang 
3) setiap straafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan tindakan melawan hukum atau suatu onrechtmatige 
handeling.
46
 
                                                          
45
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas..., hlm. 59. 
46
 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 5.  
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Biasanya tindak  pidana disinonimkan dengan delik.  Kata 
“delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa 
Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dala, 
bahasa Belanda disebut delict.
47
 Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia delik diartikan dengan perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 
tindak pidana. Menurut Teguh Prasetyo, delik adalah perbuatan yang 
melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang 
mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.
48
 
R. Abdoel Djamali, mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering 
disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa 
hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi 
unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan 
yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang 
disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang undangan 
lainnya.
49
 
                                                          
47
 Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 
hlm. 7. 
48
 Teguh Prasetyo, Hukum..., hlm. 217. 
49
 Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm 493.  
24 
 
 
 
Menurut Moeljatno perbuatan pidana atau delik adalah 
perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut).
50
 
Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana 
(delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 
bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
51
 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni 
unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur 
subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud 
dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si 
pelaku itu harus dilakukan.
52
 
Menurut Teguh Prasetyo, didalam tindak pidana terdapat 
unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 
1) Unsur Objektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
                                                          
50
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 2. 
51
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana..., hlm. 37. 
52
 P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 192). 
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hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri atas: 
a) Sifat melanggar hukum. 
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya kejahatan yang dilakukan 
seseorang dalam keadaan mempunyai jabatan seperti pegawai 
negeri atau seseorang dalam keadaan sebagai pengurus atau 
komisaris. 
c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
2) Unsur Subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri 
atas: 
a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 
53 ayat (1) KUHP. 
c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, dan sebagainya. 
d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 
340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih 
dahulu. 
e) Perasaan takut seperti  yang terdapat dalam rumusan tindak 
26 
 
 
 
pidana menurut Pasal 308 KUHP.
53
 
Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Ismu Gunadi dan 
Jonaedi Efendi bahwa unsur dari tindak pidana (delik) terdapat 2 
unsur, yaitu sebagai berikut: 
1) Unsur Objektif terdiri dari perbuatan orang, akibat yang kelihatan 
dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau 
“di muka umum”. 
2) Unsur Subjektif yang terdiri dari orang yang mampu bertanggung 
jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus 
dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan 
dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan 
itu dilakukan.
54
 
Jadi, secara mendatar perumusan delik hanya mempunyai dua 
elemen (unsur) yaitu: 
1) Bagian yang objektif menunjuk delik dari perbuatan/kelakuan dan 
akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum  
positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam 
dengan pidana. 
2) Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari 
delik.
55
 
                                                          
53
 Teguh Prasetyo, Hukum..., hlm. 50. 
54
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana..., hlm. 39. 
55
 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 55.  
27 
 
 
 
2. Tindak Pidana Penipuan 
a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 
Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau 
perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan 
maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. 
Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan 
orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan 
hukum pidana. 
Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan 
bedrog, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 
hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan 
dengan pidana penjara paing lama empat tahun. 
 
Dalam tindak penipuan ini, terdapat unsur objektif dan 
subjektif, unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 
1) Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain 
dengan alat bujuk atau penggerak; memakai nama palsu; memakai 
keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar 
seseorang itu:  
a) Menyerahkan suatu barang; 
b) Membuat utang; 
c) Menghapuskan piutang. 
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2) Unsur subjektif,: 
a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain; 
b) Dengan melawan hukum.56 
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan 
Jenis-jenis tindak pidana penipuan ini sudah dijelaskan dan 
dipaparkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
pada Pasal 378 sampai dengan Pasal 383 KUHP, hal ini sebagai 
berikut: 
1) Tindak Pidana Penipuan Ringan 
Tindak pidana penipuan ini diatur dan diterangkan dalam 
Pasal 379 KUHP. Pasal ini berbunyi: 
Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang 
yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, 
hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, 
diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara 
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua 
ratus lima puluh rupiah.
57
 
 
Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan sebagai 
berikut: 
a) Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok. 
b) Barang yang diserahkan sebagai objek tindak pidana penipuan 
haruslah bukan ternak dan nilainya tidak lebih dua puluh lima 
rupiah. 
                                                          
56
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana..., hlm. 145. 
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c) Utang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan 
tersebut tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
58
 
2) Tindak Pidana Penipuan Sebagai Mata Pencaharian 
Tindak penipuan ini terkait dengan jual beli barang dapat 
kita lihat dalam Pasal 379 huruf a KUHP. Penipuan dalam Pasal 
379 huruf a KUHP ini dikenal dengan istilah “Penarikan botol” 
(Flessentrekkerij) atau penipuan sebagai mata pencaharian. Pasal 
379 huruf a KUHP berbunyi: 
Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau 
kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud 
supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan 
penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri 
maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun
59
 
 
Adapun unsur yang terdapat dalam Pasal 379 huruf a 
KUHP, yaitu unsur objektif membeli barang menjadikan mata 
pencaharian, kebiasaan. Unsur subjektif yaitu dengan maksud 
mendapat barang untuk dirinya sendiri atau orang lain, dengan 
tidak membayar lunas. Yang diancam dalam pasal ini adalah 
seseorang yang menjadi kebiasaan atau mata pencaharian membeli 
barang tidak membayar lunas untuk dirinya atau untuk orang 
lain.unsur-unsur terpenting yang perlu diketahui dalam Pasal ini 
adalah: 
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a) Perbuatan itu harus dilakukan sebagai pencaharian atau 
kebiasaan. Apabila perbuatan itu hanya dilakukan satu kali 
saja, belum dapat dikatakan sebagai pencaharian atau 
kebiasaan. Pembeliaan barang seperti harus dilakukan 
berulang-ulang pada beberapa toko. 
b) Pada waktu melakukan pembelian, harus sudah ada maksud 
akan tidak membayar lunas.
60
 
3) Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Hak Cipta 
Tindak pidana penipuan dalam hak cipta yaitu dengan cara 
memalsukan nama dan tanda atas suatu karya atau ciptaan orang 
lain. Penipuan ini diatur dalam Pasal 380 ayat (1) KUHP, yang 
berbunyi: 
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu 
rupiah: 
1. Barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu 
di atas atau di dalam suatu buah hasil kesusastraan, 
keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama 
atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang 
mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang 
nama atau tandanya ditaruh olehya di atas atau di 
dalamnya tadi; 
2. Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, 
menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau 
memasukkan ke Indonesia, buah hasil kesusastraan, 
keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang di dalam atau di 
atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau 
nama atau tandanya yang asli telah dipalsu orang yang 
nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
61
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Unsur-unsur dalan Pasal 380 ayat (1) ke-1 KUHP, terdiri 
atas unsur objektif yaitu perbuatan meletakkan nama atau tanda 
yang dipalsukan, memalsukan nama atau tanda yang asli dan Pada 
hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. Unsur 
subjektif yaitu dengan maksud agar hasil karya itu seolah-olah 
berasal dari orang-orang yang namanya atau tanda terletak atau 
tercantum dalam hasil karya. 
Unsur-unsur dalan Pasal 380 ayat (1) ke-2 KUHP, terdiri 
atas unsur objektif yaitu menjual, menawarkan, menyerahkan, 
menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke negara 
Indonesia, hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan 
yang asli dan dipalsukan, dan seolah-olah hasil karya itu berasal 
dari orang-orang yang nama dan tandanya dipasang secara palsu. 
Unsur subjektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, 
sehingga orang akibat perbuatan-perbuatan itu terpedaya untuk 
membeli barang atau barang yang ditawarkan.
62
 
4) Tindak Pidana Di Bidang Asuransi 
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 381 KUHP, yang 
berbunyi: 
Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan 
penanggung asuransi keadaan-keadaan yang berhubungan 
dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal 
mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya 
tidak dengan syarat-syarat demikian, jika diketahuinya 
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keadaan-keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan
63
 
 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai 
berikut: 
a) Tipu muslihat. 
b) Rangkaian kata-kata bohong untuk menyesatkan orang 
menanggung asuransi. 
c) Sesuatu hal yang berkaitan dengan pertanggungan.64 
5) Tindak Pidana Persaingan Curang 
Tindak pidana penipuan ini diatur di Pasal 382 bis KUHP, 
yang berbunyi: 
Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau 
memperluas debit perdagangan atau perusahaan milik sendiri 
atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk 
menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam 
jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi 
konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, 
karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 
tidak belas ribu lima ratus rupiah
65
 
 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal ini yaitu: 
a) Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu. 
b) Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang 
tertentu. 
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c) Perbuatan itu dilakukan untuk menarik sesuatu keuntungan di 
dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain. 
d) Karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi 
saingannya. 
e) Saingannya itu saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari 
orang yang dibela oleh terdakwa.
66
 
6) Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli 
Tindak penipuan ini telah diatur dalam Pasal 383 KUHP, 
yang berbunyi: 
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap 
pembeli: 
1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang 
ditunjuk untuk dibeli; 
2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang 
diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.
67
 
 
Dalam pasal ini terdapat 2 unsur, pertama Unsur sengaja 
yaitu sengaja menyerahkan barang lain daripada yang disetujui, 
misalnya membeli seekor sapi yang sudah disetujui yaitu sapi yang 
gemuk, tetapi pada saat pengiriman sapi tersebut ditukar dengan 
sapi yang lain (agak kurus dan kurang baik). Kedua unsur tipu 
muslihat yaitu tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang 
diserahkan dengan tipu muslihat, misalnya pedagang beras 
memalsu timbangan.
68
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3. Hukuman Menurut Hukum Pidana 
a. Pengertian Hukuman 
Pengertian secara sederhana dari hukuman adalah ancaman 
bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat 
penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman 
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap 
kepentingan hukuman yang dilindungi hukuman pidana.
69
 
b. Bentuk-Bentuk Hukuman Menurut Hukum Pidana 
Bentuk-bentuk hukuman terdapat dalam buku 1 KUHP Bab II 
tentang Pidana yaitu dari Pasal 10 sampai 43 KUHP. Hukuman pokok 
di Indonesia tertera di Pasal 10 sebagai berikut: 
1) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana 
kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. 
2) Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan 
hakim. 
Bentuk-bentuk hukuman diatas diuraikan sebagai berikut: 
1) Pidana Mati 
Pidana ini adalah pidana yang terberat dari semua pidana 
yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, 
misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, 
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dan pemberontakan.
70
 Bentuk pidana ini satu-satunya pidana yang 
menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas 
kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak 
yang dijamin oleh UUD 1945.
71
 Menurut Bismar Siregar, Hamka, 
M Natsir maupun Ali Said perlunya penerapan hukuman mati 
dengan alasan sebagai berikut: 
a) Pidana mati lebih efektif daripada pidana lain manapun, karena 
mempunyai efek menakut-nakuti; 
b) Lebih hemat daripada pidana lainnya; 
c) Untuk mencegah tindakan publik dalam mengadakan 
pengeroyokan terhadap masyarakat; 
d) Satu-satunya pidana yang dapat ditentukan dengan pasti karena 
pembunuhan yang dijatuhi pidana seumur hidup, sering 
mendapatkan pengampunan; dan 
e) Untuk melindungi perikemanusiaan 
Namun ada juga yang tidak setuju mengenai penerapan 
hukuman mati hal ini pendapat T. Mulya, Sudarto, J.E Sahetapy, 
dan VB Da Costa dengan alasan sebagai berikut: 
a) Pidana mati tidaklah selalu efektif sebagai cara untuk menakut-
nakuti penjahat; 
b) Pembebanan dari hukuman mati, tidak selalu menimbulkan 
pengeroyokan; 
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c) Melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk 
membenarkan pembunuhan; 
d) Kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki kembali; 
e) Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia.72 
Menurut Jonkers sebagaimana dikutip oleh Ismu Gunadi 
dan Jonaedi Efendi mengatakan bahwa menurut surat penjelasan 
atas rancangan KUHP Indonesia, ada empat golongan kejahatan 
yang diancam dengan pidana mati yaitu: 
a) Kejahtan-kejatan yang dapat mengancm keamanan negara; 
b) Kejahatan-kejahtan pembunhuan terhadap orang tertentu dan 
atau dilakukan dengan factor-faktor pemberat; 
c) Kejahtan terhadap harta benda dan disertai unsur-unsur atau 
factor yang sangat memberatkan; 
d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai.73 
2) Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana 
perampasan kemerdekaan atau disebut bentuk pidana badan. Jenis 
pidana ini lebih berat dari pidana kurungan, yaitu seorang yang 
terpidana pidana penjara harus menjalankan pidananya dengan 
jangka waktu minimal satu hari atau maksimal seumur hidup di 
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dalam rumah tahanan.
74
 Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang 
berbunyi sebagai berikut: 
(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu 
tertentu. 
(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu 
hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. 
(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan 
untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan 
yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, 
pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu 
tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan 
pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal 
batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana 
karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan 
pasal 52. 
(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh 
melebihi dua puluh tahun.
75
 
 
3) Pidana Kurungan  
Pidana kurungan pengganti adalah pidana denda yang tidak 
dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhi pidana kurungan 
pengganti, apabila tidak membayar harga taksiran yang ditentukan 
dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana. Dalam 
hal ini sebelum pemidanaan, barang-barang tersebut belum disita, 
atau benda perkataan lain masih dalam penguasaan tersangka. 
Bahkan dapat juga dijatuhkan apabila biaya pengumuman hakim 
yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar.
76
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4) Pidana Denda 
Pidana denda adalah jenis pidana yang mewajibkan 
terpidana untuk membayar sejumlah uang berdasarkan keputusan 
hakim pengadilan kepada negara. Apabila pidana denda tidak dapat 
dipenuhi oleh terpidana, maka ia diwajibkan menjalani pidana 
lainnya sebagai alternatif pengganti, yaitu pidana penjara atau 
pidana kurungan.
77
 
5) Pidana Tutupan 
Pencantuman pidana tutupan ini didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan yang 
ditetapkan pada tanggal 1 November 1946. Pidana tutupan ini 
kedudukannya sebagai pengganti pidana penjara yang umumnya 
ditujukan kepada para politisi yang melakukan delik karena 
idiologinya.
78
 Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur 
tersendiri dalam PP 1948 No. 8. Dalam peraturan ini terpidana 
diperlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara.
79
 
6) Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Yang dimaksud dengan hak tertentu adalah bukan semua 
hak yang dimiliki terpidana dicabut, dan apabila semua hak dicabut 
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maka tidak mungkin si terpidana dapat hidup.
80
 Hak-hak yang 
dapat dicabut itu tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu: 
a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan. 
b) Hak masuk Angkatan Bersenjata (A.B). 
c) Hak pilih: aktif dan pasif. 
d) Hak jadi penasehat, wali, wali pengawas, kurator anaknya. 
e) Kuasa bapak, wali dan curatele atas anak. 
f) Hak melakukan pekerjaan tertentu.81 
7) Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Ada dua jenis barang yang dapat melalui putusan hakim 
yaitu berupa barang-barang milik terhukum, meliputi: 
a) Barang yang diperoleh dengan kejahatan, 
b) Yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan untuk lebih 
jelasnya hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 39 KUHP.
 82
 
8) Pengumuman Putusan Hakim 
Adapaun maksud dari pengumuman putusan hakim tersebut 
adalah sebagai usaha preventif untuk memberitahukan kepada 
masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan 
berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur 
sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut.
83
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B. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam 
1. Tindak Pidana (Jari>mah) 
a. Pengertian Jari>mah 
Jina>yah merupakan bentuk masdar dari kata jana. Secara 
etimologi kata jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan 
jina>yah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jina>yah 
dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. 
Secara terminologi kata jina>yah mempunyai beberapa pengertian, 
seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah:
84
 
 َكِلاَذ ِْيَْغ َْوا ٍلاَم َْوا ٍسْف َن ىَلَع ُلْعِفْلا َعَقَو ٌءاَوَس اًعْرَش ٌمَّرَُمُ ٌلْعِف َيِهَو ٌَةياَنِج 
Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai 
jiwa harta benda atau lainnya. 
 
Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan 
perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang 
diperintahkan.
85
 melakukan perbuatan yang dilarang misalnya 
seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang 
mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jari>mah 
berupa tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan ialah 
seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau 
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seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi 
keluarganya.
86
 
b. Unsur-unsur Jari>mah 
Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan 
dianggap delik (jari>mah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun 
rukun jari>mah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama rukun 
umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap 
jari>mah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus 
terpenuhi pada jenis jari>mah tertentu. 87 
Unsur-unsur umum jari>mah yang telah dikemukakan diatas, 
terdiri dari: 
1) Unsur formal (al-Rukn al-Syar’iy) 
Yaitu adanya nas} atau ketentuan yang menunjukan sebagai 
jari>mah. Jari>mah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam 
nas} atau jari>mah belum dapat dikatakan jari>mah apabila belum 
ada aturannya. Alasan harus ada unsur ini, antara lain firman 
Allah dalam Q.S. al-Isra’ ayat 15 yang mengajarkan Allah tidak 
akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. 
Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan 
kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus 
                                                          
86
 Lysa Angrayn, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Isalam Dan Perbandingannya 
Dengan Hukum Pidana Di Indonesia”, Hukum Islam, (Riau) Vol. XV Nomor 1, 2015, hlm. 
49. 
87
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam…, hlm. 10.  
42 
 
 
 
untuk jari>mah ta’zi >r harus ada peraturan perundang-undangan 
yang dibuat oleh penguasa. Dalam Q.S. al-Isra’ dijelaskan yang 
artinya barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), 
maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendirin dan 
barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi 
dirinya sendiri. Dan seorang yang berdaso tidak dapat memikul 
dosa orang lain, tetapi kami tidak akan mrnyiksa sebelum kami 
mengutus seorang rasul.
88
 
2) Unsur materiil (al-Ruknu al-Ma>diy) 
Yaitu adanya perbuatan jari>mah yang benar-benar telah 
dilakukan. Alasan bahwa jari>mah harus memenuhi unsur materiil 
ialah Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah 
yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk 
umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung 
dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau 
mengerjakannya dengan nyata.
89
 
3) Unsur Moril (al-Rukn al-Adabiy) 
Yaitu pelaku jari>mah adalah orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana terhadap jari>mah yang 
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dilakukannya, bukan orang gila, anak dibawah umur atau sedang 
berada dibawah ancaman.
90
 
Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan 
terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji 
persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa 
pidana terjadi.
91
 
Unsur khusus jari>mah adalah unsur-unsur yang terdapat pada 
jari>mah tertentu  dan berbeda unsur khusus jenis jari>mah satu dengan 
yang lainnya.
92
 Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara 
diam-diam dari tempatnya dalam jari>mah pencurian, atau 
menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jari>mah 
pembunuhan.
93
 
c. Macam-Macam Jari>mah 
Pembagian jari>mah pada dasarnya tergantung dari berbagai 
sisi. Jari>mah dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, 
dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi 
korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang 
khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta 
ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur’an dan hadis atas dasar ini, 
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jari>mah dibagi menjadi tiga macam, yaitu jari>mah h{udud, jari>mah 
qis}a>s} dan jari>mah ta’zi>r.94 
 
1) Jari>mah H{udud 
Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata h{udud adalah 
bentuk jamak dari kata h}addu yang berarti sesuatu yang menjadi 
penghalang atas dua benda. Secara bahasa h}addu berarti 
pencegahan.
95
 
Sedangkan menurut istilah h}udu>d adalah batasan-batasan 
ketentuan dari Allah SWT tentang hukuman yang diberikan 
kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. 
Sedangkan perbuatan melanggar hukum disebut jari>mah, 
sehingga sebuah pelanggaran terhadap h{udud disebut jari>mah 
h{udud. Adapun secara umum pengertian h{udud berarti larangan 
atau batas antara dua barang yang bertentangan.
96
  
Jari>mah h{udud merupakan tindak pidana yang paling 
serius dan berat dalam hukum pidana Islam.
97
 Jari>mah h{udud 
adalah jari>mah yang diancam dengan hukuman h}ad, sebagaimana 
dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah hukuman h}ad adalah 
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hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak 
Allah. Dengan demikian ciri khas jari>mah h{udud itu sebagai 
berikut: 
a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa 
hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas 
minimal dan maksimal. 
b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau 
kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah 
yang lebih dominan.
98
  
Oleh karena hukuman h}ad itu merupakan hak Allah maka 
hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan 
(orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh 
masyarakat yang diwakili oleh negara.  
Jari>mah h{udud ini ada tujuh macam antara lain sebagai 
berikut: 
a) Jari>mah zina. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman 
cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam. 
b) Jari>mah qaz|af (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu 
dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 
80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya 
kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.  
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c) Jari>mah syurbul khamr (minum-minuman keras). Bentuk 
hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma 
sebanyak empat puluh kali. 
d) Jari>mah pencurian (sari>qah). Bentuk hukuman yaitu dipotong 
kedua tangannya. 
e) Jari>mah h}ira>bah (perampokan). Bentuk hukuman yaitu 
hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong 
tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan. 
f) Jari>mah riddah (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya 
adalah hukuman mati. 
g) Jari>mah al bagyu (pemberontakan). Bentuk hukumannnya 
adalah hukum bunuh.
99
 
2) Jari>mah Qis}a>s} Diyat  
Jari>mah qis}a>s} diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa 
(menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang 
diancam dengan hukuman qis}a>s} (serupa=semisal) atau hukum 
diyat (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada di korban 
atau walinya. Baik hukuman qis}a>s} maupun diyat merupakan 
hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas 
terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban 
dan walinya), ini berbeda dengan hukuman h}ad yang menjadi 
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hak Allah semata. Hukuman qis}a>s} diyat penerapannya ada 
beberapa kemungkinan, seperti hukuman qis}a>s} bisa berubah 
menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila 
dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.
100
 
Jarimah qis}a>s} diyat ini hanya ada dua macam, yaitu 
pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka 
ada lima macam, yaitu:
101
 
a) Pembunuhan sengaja ( ُدْمَعْلا ُلْتَقَْلا)  
b) Pembunuhan menyerupai sengaja  ( ِدْمَعْلا ُهْبِش ُلْتَقَْلا )  
c) Pembunuhan karena kesalahan  ( َُأطَْلْا ُلْتَقَْلا )  
d) Penganiayaan sengaja ( ُدْمَعْلا ُْحَرْلَْا )  
e) Penganiayaan tidak sengaja  ( َُأطَْلْا ُْحَرْلَْا)   
3) Jari>mah Ta'zi>r 
Menurut arti bahasa ta’zi>r berasal dari kata azzara yang 
berarti man’u wa radda (mencegah dan menolak).102 Sedangkan 
menurut istilah ta’zi>r di definisikan oleh Imam Al-Mawardi 
adalah sebagai berikut: 
   ُدْوُُدْلْا اَه ْ يِف َْعرْشُت َْلَ ِبْو ُنُذ ىَلَع ٌبْيِدَْتَُر ِْيزْع َّ تلاَو 
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Ta’zi>r  itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) 
yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.103 
 
Sehingga ta’zi>r  adalah salah satu istilah untuk hukuman 
atas jari>mah - jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan oleh 
syara’. Dikalangan fuqaha, jari>mah - jari>mah yang hukumannya 
belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan jari>mah 
ta’zi>r.104 
Hukuman ta’zi>r boleh dan harus diterapkan sesuai 
dengan tuntunan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah 
kaidah: 
 ِةَحَلْصَمْلا َعَُمرْوَُدُير ِْيزْع َّ تَلا 
Ta’zi>r itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.105 
Dari segi sifatnya, jari>mah ta'zi>r dapat dibagi menjadi 3 
bagian yaitu: 
a) ta'zi>r karena melakukan perbuatan maksiat; 
b) ta'zi>r karena melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan umum; 
c) ta'zi>r karena melakukan perbuatan pelanggaran. Jari>mah 
Ta'zi>r  dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua 
bagian yaitu: 
(1) Jari>mah ta'zi>r yang menyinggung hak Allah 
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(2) Jari>mah ta'zi>r yang menyinggung hal individu. 
Dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zi>r dibagi 
menjadi 3 bagian, yaitu: 
a) Jari>mah ta'zi>r yang berasal dari jari>mah-jari>mah h}udud atau 
qis}as}, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada 
syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau 
oleh keluarga sendiri. 
b) Jari>mah ta'zi>r yang jenisnya disebutkan dalam nas} syara’ 
tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti suap, riba, dan 
mengurangi takaran dan timbangan. 
c) Jari>mah ta'zi>r yang baik jenis maupun sanksinya belum 
ditentukan oleh syara’. Jenis ketiga ini sepenuhnya 
diserahkan kepada ulul amri.
106
 
Abdul Aziz Amir membagi jari>mah ta'zi>r secara rinci 
kepada beberapa bagian yaitu: 
a) jari>mah ta'zi>r yang berkaitan dengan pembunuhan; 
b) jari>mah ta'zi>r yang berkaitan dengan pelukaan; 
c) jari>mah ta'zi>r yang berkaitan dengan kejahatan terhadap 
kehormatan dan kerusakan akhlak; 
d) jari>mah ta'zi>r yang berkaitan dengan harta; 
e) jari>mah ta'zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan individu; 
f) jari>mah ta'zi>r yang berkaitan dengan keamanan umum.107 
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2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan 
Ditinjau dari syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta 
merupakan ciri munafik. Munafik seperti dinyatakan dalam Al-Qur’an 
sebagai berikut: 
                          
    
 
Artinya: 
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan 
yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan 
mendapat seorang penolongpun bagi mereka (QS An-Nisa’ Ayat 145).108 
 
Ayat tersebut memberikan penilaian kepada orang munafik lebih 
membahayakan daripada orang kafir.
109
 
Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW telah mengharamkan 
dengan tegas semua bentuk penipuan dan kecurangan dalam hal apapun 
dan dalam keadaan bagaimanapun. Dalam hadis riwayat muslim yang 
berbunyi: 
 ِّنِم َسْيَل َف َشَغ ْنَم 
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“Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami” 
(Diriwayatkan oleh Muslim No. 102). 
  
Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu untuk 
perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. 
Jika ditinjau dari tujuan hukum, akibat dari penipuan pihak 
korban mengalami kerugian. Karena si pelaku penipuan menginginkan 
harta korban.
110
 Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan 
bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia 
sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang 
aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas 
hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan 
mencuri, mengghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi 
timbangan, menyuap dan sebagainya. Islam menganggap segala 
perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai 
perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti memakan 
barang haram.
111
 Hukum Pidana Islam menggolongkannya ke dalam 
hukum pidana pencurian (sa>riqah) dan hirabah. 
a. Jari>mah Pencurian (Sa>riqah) 
Secara etimologi sa>riqah adalah bentuk masdar atau verbal 
noun dari kata  َقَرَس"- ُِقرْسَي- "ًاقْرَس  yang berarti "ًةَل ْ يِحَو ًةَيْهُخ ُهَلَم َذَخَأ" 
mengambil harta milik seorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan 
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tipu daya.
112
 Sedangkan secara terminologis, sa>riqah dalam syariat 
Islam adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-
sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk 
menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.
113
 
Dari beberapa definisi sa>riqah di atas, dapat disimpulkan 
bahwa sa>riqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara 
sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa 
digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.
114
 
Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Pencurian yang hukumannya h}ad, terbagi dua bagian yaitu: 
a) Pencurian ringan )ىَرْغُّصا ُةَقْر ِّسَلا( 
 ِءاَفْخِتْس ِْلْأ ِلْيِبَس ىَلَع ْىَأ ًةَيْفُخ ِْيَْغْلا ِلاَم ُذْخَأ َيِهَف ىَرْغّصلا ُةَقْرّسلااّمََأف 
Artinya: 
Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain 
dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-
sembunyi. 
 
b) Pencurian berat )ىَر ْ بُكْلا ُةَقْر ِّسَلا( 
ا اَّمأل ِةََبلاَغُمْلا لْيِبَس ىَلَع ِْيَْغْلا ِلاَم ُذْخَأ َيِهَف ىَر ْ بُكْلا ُةَق ْر ِّس  
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Artinya: 
Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta 
milik orang lain dengan cara kekerasan. 
 
Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat 
adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu 
dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemiliknya. 
Sedangkan pencurian berat, pengambilan harta dilakukan dengan 
sepengetahuan pemilik harta tersebut tetapi tanpa kerelaannya, 
disamping itu terdapat unsur kekerasan didalamnya. Dalam istilah 
lain, pencurian berat ini disebut jari>mah h}ira>bah atau perampokan, 
dimasukkannya perampokan kedalam kelompok pencurian, 
disebabkan dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan 
pencurian, yaitu sekalipun karena jika dikaitkan dengan pemilik 
barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun 
jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan 
perampokan tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-
sembunyi.
115
 
2) Pencurian yang hukumannya ta’zi >r. Pencurian ini juga dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu: 
a) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman h}ad, tetapi 
syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contohnya 
pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. 
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b) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan 
pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Misalnya 
mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya 
dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau 
menggelapkan uang titipan
116
 
Adapun yang menjadikan unsur-unsur jari>mah pencurian 
(sa>riqah), sebagai berikut: 
1) Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi 
Mengambil secara sembunyi-sembunyi terjadi apabila 
pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang 
tersebut dan ia tidak merelakannya.
117
 Mengambil secara 
sembunyi-sembunyi harus memenuhi tiga syarat berikut, pencuri 
mengambil barang curian dari tempat penyimpanannya, barang 
curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban, terjadi 
proses pemindahan barang curian dari pihak korban kepada pihak 
pelaku. Kalau persyaratan ini tidak terpenuhi, proses pencurian 
dinilai tidak sempurna sehingga hukumannya berupa ta’zi>r, bukan 
hukuman h}ad (potong tangan).118 
2) Benda yang diambil berupa harta 
Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya 
hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus 
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barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu 
bukan mal, seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum 
tamyiz maka pencurian tidak dikenal hukuman h}ad. Akan tetapi, 
Iman Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang 
belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan 
hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenal hukuman h}ad.119 
Unsur kedua ini dianggap sempurna memenuhi empat 
persyaratan yaitu harta yang dicuri berupa benda bergerak, benda 
yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis halal 
menurut hukum Islam, benda yang diambil berada di tempat 
penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu, dan harta yang 
diambil mencapai satu nisab.120 
3) Harta yang dicuri itu milik orang lain 
Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang 
dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan 
milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian 
adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu 
pencurian adalah waktu pencuri memindahkan harta dari tempat 
penyimpananya. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman h}ad 
dalam pencurian terhadap harta yang status pemilikannya bersifat 
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syubhat. Dalam kasus ini pencuri diancam dengan hukuman 
ta’zi>r.121 
 
 
4) Adanya kesengajaan melakukan kejahatan 
Yang dimaksud dengan adanya kesengajaan melakukan 
tindakan kejahatan ialah adanya kesengajaan mengambil harta 
orang lain padahal si pencuri mengetahui bahwa perbuatan itu 
adalah terlarang. Adanya kesengajaan mengambil harta orang lain 
dipertegas dengan adanya niat untuk memiliki harta yang diambil 
itu. 
Oleh sebab itu, tidak dianggap pencurian bilamana seseorang 
mengambil harta orang lain dan melenyapkannya di tempat itu juga. Ia 
tidak dikenakan hukuman h}ad, tetapi dikenakan hukuman ta’zi>r dan 
mengganti rugi.
122
 
Bila mana telah terpenuhi keempat unsur tersebut dengan 
segala persyaratan pada satu perbuatan, maka perbuatan itu dianggap 
sebagai tindak pidana pencurian, sehingga pelakunya diancam dengan 
hukuman h}ad yaitu potong tangan. Hukuman potong tangan 
merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan 
ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 38:
123
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                    
                 
Artinya: 
Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya 
sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha 
bijaksana.
124
  
 
b. Jari>mah Perampok (H}ira>bah) 
H{ira>bah dalam bentuk mashdar dari kata berasal dari kata  
 َبَراَح- ُبِراَُيُ- ًَةبَراَُمُ- ًَةبَارَح  yang secara etimologis berarti  ُهَل َتَاق memerangi 
atau dalam kalimat الله َبَراَح berarti seseorang bermaksiat kepada 
Allah.
125
 
Adapun secara terminologis h{ira>bah yang juga disebut dengan 
qut}t}’u al-t}ari>q di definisikan oleh beberapa penulis diantaranya: 
Menurut Sayyid Sabiq, h{ira>bah atau perampokan adalah 
sekelompok orang dengan satu keyakinan, perangai dan peraturan, 
yang memilik tujuan untuk menciptakan kekacauan, pertumpahan 
darah, perampokan, pelucutan kehormatan, perusakan tanaman dan 
pertumbuhan hewan ternak di negara Islam.
126
Menurut Imam Malik, 
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h{ira>bah adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik 
menggunakan kekuatan atau tidak.
127
 
Dasar hukum Jari>mah H}ira>bah adalah firman Allah dalam surat 
al-Ma’idah ayat 33 sebagi berikut:128 
                         
                       
                        
             
Artinya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yeng memerangi 
Allah dan Rsulnya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 
mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka 
secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang 
demikian itu sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat 
mereka mendapat siksaan yang besar. 
 
Menurut Abdul Qadir Audah h{ira>bah ialah perampokan atau 
pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu 
ditinjau dari segi arti majas bukan arti hakikat, sebab pencurian itu 
mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi sedangkan pada 
perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-
terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat 
unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi 
dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban 
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dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna sa>riqah tidak meliputi 
perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga 
perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi 
istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. 
Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata 
tersebut masuk dalam kategori majas.
129
 Jari>mah h}ira>bah, sekalipun 
dinamakan pencurian besar tetapi tidak sama persis dengan pencurian. 
Pencurian adalah mengambil barang-barang atau harta dengan 
sembunyi-sembunyi, sedangkan h}ira>bah adalah keluar untuk 
mengambil harta dengan cara kekerasan, maka unsur yang pokok dari 
pencurian adalah mengambil harta baik pengambilan harta itu terwujud 
atau tidak. 
3. Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam 
a. Pengertian Hukuman (‘uqubah) 
Hukuman dalam istilah Arab sering disebut ‘uqubah, yaitu 
bentuk balasan bagi seorang yang atas perbuatannya melanggar 
ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk 
kemaslahatan manusia.
130
 Penerapan hukuman dengan tujuan untuk 
menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah 
perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap 
anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun 
kehormatan. Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan 
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konsep tujuan umum di syariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi 
kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakkan keadilan.
131
 
Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Quran, 
hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan 
menetapkan hukuman untuk kasus ta'zi>r. Selain itu hukuman harus 
bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan 
kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa “seseorang tidak 
menanggung dosanya orang lain”. Hukuman juga harus bersifat 
umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia 
sama dihadapan hukum.
132
 
b. Bentuk-Bentuk Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam 
Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan 
tindak pidanya.  
1) Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya 
dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Maka hukuman dibagi menjadi dua: 
a) Hukuman yang ada nas}nya, yaitu hukuman h}udu>d, qis}a>s}, diyat 
dan kafarah, misalnya hukuman bagi pezina, pencurian 
perampokan, pemberontak, pembunuhan dan orang yang 
mendzihar istrinya. 
b) Hukuman yang tidak ada nas}nya, hukuman ini disebut dengan 
hukuman ta'zi>r, seperti percobaan melakukan tindak pidana, 
tidak melaksankan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan 
lalu lintas. 
 
2) Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman 
lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:  
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a) Hukuman pokok (al-uqubat al badaliyah), yaitu hukuman yang 
asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh 
dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghayr muhshan. 
b) Hukuman pengganti (al-uqubat al-badaliyah) yaitu hukuman 
yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman 
pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, 
seperti hukuman diyat /denda bagi pembunuh yang sengaja 
yang dimaafkan qis}as}nya oleh keluarga korban atau hukuman 
ta'zi>r apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa 
h}ad tidak dapat dilaksanakan. 
c) Hukuman tambahan (al-uqubat al-taba’iyah)¸ yaitu hukuman 
yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengkuti hukuman 
pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk 
mendapat waris dari harta terbunuh. 
d) Hukuman pelangkap (al-uqubah al-takmiliyah), yaitu hukuman 
yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang 
telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang 
telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasakan 
keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti 
tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.
133
 
 
3) Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan 
perkara, maka ada dua macam yaitu: 
a) Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang 
ditetapkan secara pasti oleh nas}, artinya tidak ada batas 
tertinggi dan terendah. Contoh hukuman dera bagi pezina 100 
kali atau hukuman dera bagi penuduh zina 80 kali 
b) Hukuman yang memiliki alternative untuk dipilih 
4) Hukuman bagi segi objeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga 
kelompok 
a) Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam, jilid. 
b) Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan 
teguran. 
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c) Hukuman denda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.134 
 
 
c. Hukuman Ta'zi>r 
Hukuman ta'zi>r adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh 
syara’ dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya.135 
Maksud utama sanksi ta'zi>r adalah sebagai prevensif dan represif 
serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini ta'zi>r tidak boleh membawa 
kehancuran. 
Yang dimaksud dengan fungsi prevensif adalah bahwa sanksi 
ta'zi>r harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang 
tidak dikenai hukuman ta'zi>r), sehingga orang lain tidak melakukan 
perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. Yang dimaksud 
dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi ta'zi>r harus memberikan 
dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan 
perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman ta'zi>r. Oleh 
karena itu, sanksi ta'zi>r baik dalam fungsi sebagai usaha prevensif 
maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak 
kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. 
Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah sanksi 
ta'zi>r itu harus membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di 
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kemudian hari. Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa 
sanksi ta'zi>r harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk 
mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan 
maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena 
tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam 
hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan 
ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk 
mencari keridhaan Allah SWT.
136
 
Adapun macam-macam sanksi ta'zi>r di antaranya adalah 
sebagai berikut: 
1) Sanksi ta'zi>r yang mengenai badan 
Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman 
mati dan jilid. 
a) Hukuman mati 
Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qis}a>s{ untuk 
pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman h}ad untuk jari>mah 
h}ira>bah, zina muhs}an, riddah, dan jari>mah pemberontakan. 
Untuk jari>mah ta'zi>r, hukuman mati diterapkan oleh para 
fuqaha secara beragam. 
Mazhab Hanafi memperbelohkan sanksi ta'zi>r dengan 
hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan 
berulang-ulang. Disamping syarat berulang-ulang, juga ada 
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syarat lain, yaitu hukuman mati itu akan membawa 
kemaslahatan bagi masyarakat. Mazhab Malik juga 
memperbelohkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zi>r tertinggi. 
Contohnya orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.
137
 
Sehingga hukuman mati untuk jari>mah ta'zi>r hanya 
dilakukan dalam jari>mah-jari>mah yang sangat berat dan 
berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
(1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempanoleh 
hukuman-hukuman h}udud selain hukuman mati. 
(2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan 
terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan 
yang menyebar di muka bumi.
138
 
b) Hukuman jilid 
Para khulafa al-rasyidin dan para khalifah setelah 
mereka menerapkan jilid sebagai sanksi ta'zi>r. Menurut ulama 
contoh maksiat yang dikenai sanksi ta'zi>r dengan jilid adalah: 
(1) Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman Umar ibn 
Khaththab. 
(2) Percobaan perzinaan. 
(3) Pencurian yang tidak mencapai nis}ab 
(4) Kerusakan akhlak. 
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(5) Orang yang membantu perampok. 
(6) Jari>mah-jari>mah yang diancam dengan jilid sebagai h}ad, 
tetapi padanya terdapat syubhat. 
Jumlah maksimal jilid dalam ta'zi>r, menurut mazhab 
Hanafi ta'zi>r itu tidak boleh melampaui batas hukuman h}ad, 
berdasarkan hadis.
139
 
 ًدَح َغَل َب ْنَم َنْيِدَتْعُمْلا َنِمَوُه َف ٍدَِحْيَْغ ِفِ ا  
“Barangsiapa memberi hukuman mencapai batas h}ad pada 
selain jari>mah h}udu>d, maka ia termasuk orang yang 
melampaui batas” (HR. Al-Baihaqi dari Nu’am bin Bal-
Dhahak). 
 
2) Sanksi ta'zi>r  berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
Dalam sanksi jenis ini yang terpenting ada dua, yaitu: 
a) Hukuman penjara (al-Habsu) 
Menurut bahasa al-Habsu itu menahan, menurut Ibnu 
Qayyim, al-Habsu adalah menahan seseorang untuk tidak 
melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di 
masjid, maupun di tempat lain. Macam-macam hukuman 
penjara menurut ulama dibagi menjadi dua, yaitu penjara yang 
dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatsai waktunya. 
b) Hukuman Buang 
Hukuman pengasingan termasuk hukuman h}ad yang 
diterapkan untuk pelaku tindak pidana h}ira>bah (perampokan) 
berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 33: 
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                    
                
                     
...     
 
Artinya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya)... (QS. Al-Maaidah 
ayat  33)
140
 
 
Meskipun hukuman perasingan itu merupakan hukuman 
h}ad, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan 
juga sebagai hukuman ta'zi>r. Diantara hukuman ta'zi>r yang 
dikenakan hukuman perasingan (buang) adalah orang yang 
berperilaku mukhannas| (waria), yang pernah dilaksanakan oleh 
Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah.  
Hukuman pengasingan ini dijatuhkan  kepada pelaku 
jari>mah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain 
sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk 
menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.
141
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3) Sanksi ta'zi>r  yang berupa harta 
Para ulama membolehkan hukuman ta'zi>r  dengan cara 
mengambil harta, terutama dari Hanafiyah mengartikan dengan 
redaksi: 
“Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu 
tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan 
yang dilakukannya, kemudian mengambilkannya kepada 
pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya”. 
 
Bahwa hukuman ta'zi>r  dengan mengambil harta itu bukan 
berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas 
umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara 
waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat 
maka hakim dapat mentasrufkan harta tersebut untuk kepentingan 
yang mengandung maslahat.
142
 
Imam Ibnu Taimiyyah hukuman ta'zi>r  ini menjadi tiga 
bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta: 
a) Menghancurkannya 
Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang 
bersifat mungkar. Misalnya penghancuran peralatan dan kios 
khamar. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios 
tempat dijualnya khamar milik Ruwaisyid. Umar pun 
memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid. Demikian pula 
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Khalifah Ali yang pernah memutuskan membakar kompleks 
yang menjual khamar. Pendapat ini merupakan pendapat yang 
masyhur dalam mazhab Hanbali, Malik, dan lain-lainnya.
143
 
b) Mengubahnya 
Misalnya mengubah patung yang disembah oleh 
muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip 
pohon atau vas bunga. Mengubah patung yang indah dengan 
dipotong di bagian leher dipastikan akan membuat pemilik 
benda itu kecewa, bahkan marah. Akan tetapi, hal ini dilakukan 
dalam rangka memberi hukuman kepada pelaku. 
c) Memilikinya 
Hukuman ta'zi>r  dalam bentuk ini juga disebut dengan 
hukuman denda yaitu hukuman ta'zi>r  berupa pemilikan harta 
pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah 
melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-
buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula 
keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi 
orang yang menggelapkan barang temuan.
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4) Sanksi-sanksi ta'zi>r  yang lain 
Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, 
terdapat hukuman-hukuman ta'zi>r  yang lain. Hukuman-hukuman 
tersebut adalah sebagai berikut: 
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a) Peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang 
Peringatan itu dapat dilakukan di rumah atau dipanggil 
ke sidang pengadilan. Isi peringatan yang diucapkan hakim 
kepada pelaku jari>mah: “Telah sampai kepadaku bahwa kamu 
melakukan kejahatan... oleh karena itu jangan kau lakukan lagi 
hal itu”.  Peringatan ini bisa dilakukan oleh utusan pengadilan 
atau oleh hakim di hadapan sidang dengan muka masam. 
Bentuk peringatan yang akan diberikan kepada si 
pelaku itu sangat tergantung kepada kebijaksanaan hakim 
dengan mempertimbangkan jari>mahnya, pelakunya dan 
kondisinya. Pemberian peringatan itu pun harus didasarkan 
kepada ada atau tindak adanya maslahat.
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b) Celaan 
Dasar hukum untuk celaan sebagai hukuman ta'zi>r  
adalah hadis Nabi saw. Diriwayatkan bahwa Abu Dzar pernah 
menghina seseorang dengan menghina ibunya. Rasulullah saw 
kemudian bersabda: 
 ٌةّيِلِهاَج َكْيِفٌؤُرَْما َكَّنِإ ؟ِه ُِّمِبِ َُهتْر َّ يََعأ ,ٍرَذَبَأَيَ 
Hai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan menghina 
ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan 
jahiliyah. (HR. Muslim dari Abu Dzar) 
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Di samping itu, diriwayatkan pula bahwa seorang 
hamba sahaya yeng berkulit hitam mengadukan Abdurrahman 
ibn Auf kepada Nabi saw. Karena pengaduan itu Abdurrahman 
ibn Auf marah dan menghina hamba tersebut dengan kata-kata 
yang artinya wahai anak yang hitam kelam! Mendengar kata-
kata itu Rasulullah sangat marah dan mengangkat tangannya 
sambil bersabda: 
“Tidak ada kekuasaan bagi orang kulit putih terhadap orang 
kulit hitam kecuali dengan hak”. 
 
Mendengar kata-kata Rasulullah itu Abdurrahman ibn 
Auf merasa malu dan hina, lalu ia meletakkan kepalanya di atas 
tanah kemudian ia berkata kepada hamba tadi: “Injaklah 
kepalaku sampai kamu merasa puas!”146 
Sanksi ini dan sanksi peringatan keras di atas pada 
umumnya dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan 
maksiat karena kebiasaannya melakukan kejahatan, jadi ia 
hanya tergelincir saja dan tidak sering terjadi.
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c) Pengucilan  
Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan 
berhubungan dengan si pelaku jari>mah dan melarang 
masyarakat berhubungan dengannya. Dasar sanksi ini antara 
lain firman Allah: 
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...          
              
                 
        
Artinya: 
...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka 
nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur 
mereka (QS. An-Nisaa’ ayat 34).148 
 
Sanksi ta'zi>r  yang berupa pengucilan ini diberlakukan 
bila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi 
masyarakat tertentu.
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d) Nasihat  
Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah 
mengingatkan pelaku apabila ia lupa, dan mengajarinya apabila 
ia tidak mengerti.
150
 
e) Pemecatan  
Yang dimaksud dengan pemecatan adalah melarang 
seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atatu 
memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu. 
Hukuman ta'zi>r  yang berupa pemberhentian dari pekerjaan 
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atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang 
melakukan jari>mah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan 
atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya.
151
 
f) Pengumuman kesalahan secara terbuka  
Dasar hukum pengumuman kejahatan sebagai hukuman 
ta'zi>r  adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang 
sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. Menurut 
fuqaha maksud dari hukuman ini agar orang yang bersangkutan 
menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan 
serupa. Jadi, hukuman ini diharapkan memiliki daya represif 
dan preventif.
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Jari>mah-jari>mah yang bisa dikenakan hukuman ini 
antara lain seperti: 
(1) Saksi palsu; 
(2) Pencurian; 
(3) Kerusakan akhlak; 
(4) Kesewenang-wenangan hakim; dan  
(5) Menjual barang-barang yang diharamkan, seperti bangkai 
dan babi.
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BAB III 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 157/ Pid. 
B/ 2017/ PN. SKT TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surakarta 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Surakarta 
Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta terletak di Wilayah 
Pemerintah Kota Surakarta atau lebih terkenal dengan istilah terletak di 
kota Sala. Pengadilan Negeri Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi 
No.290 Surakarta. Bangunan Pengadilan Negeri Surakarta berdiri sejak 
jaman Belanda, yang pada mulanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : 
a. Landraad 
b. Landgrecht 
Gedung-gedung tersebut menghadap ke barat yaitu Jl. 
Dr.Soepomo. 2-3. Kemudian Pengadilan Tentara membuat gedung di erf 
Pengadilan Negeri Surakarta yaitu diantara 2 gedung landraad bagian utara 
dan selatan yang juga menghadap ke Jl Dr.Soepomo. Gedung yang selatan 
pada mulanya juga landraad / landgrecht, yakni gedung landraad dan 
landgrecht Sragen-Wonogiri di Surakarta., Pada Jaman R.I. gedung-
gedung tersebut menjadi Pengadilan Negeri Sragen-Wonogiri. Pada tahun 
1966 Pengadilan Negeri Sragen-Wonogiri dipecah masing-masing berdiri 
sendiri dan harus berkantor di daerah masing-masing.Karanganyar dan 
Sukoharjo pada jaman Belanda berupa Kawedanan Pemerintahannya ikut 
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Surakarta. Pada Jaman R.I. setelah Kabupaten terbentuk Pengadilan masih 
ikut yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta.Setelah Pengadilan Negeri 
Karanganyar dan Sukoharjo terbentuk dan personelnya terisi, harus 
menduduki daerah masing-masing, dan pada tahun 1966 memisahkan diri 
dari Pengadilan Negeri Surakarta dan menduduki daerah masing-masing. 
Pada tahun 1996 Pengadilan Negeri Surakarta yang semula 
menghadap ke Jalan Dr. Soepomo 2-3, kemudian berganti menghadap ke 
Jalan Slamet Riyadi No. 290 sampai dengan sekarang. Keadaan 
Pengadilan Negeri Surakarta saat ini Luas Tanah 9640 M2 dengan Luas 
Gedung 5330 M2 dan Luas Halaman 4310 M2. 
Pengadilan Negeri Surakarta mengalami beberapa kali kenaikan 
kelas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.Tanggal 21 
Septrember 1999, Nomor. M.08.AT.01.05 Tahun 1999 Pengadilan Negeri 
Surakarta naik kelas dari Kelas IB menjadi Kelas IA. Kemudian dari Kelas 
IA menjadi Klas IA Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusian R.I. tanggal 2 September 2003, Nomor : 
M.4725.Kp.04.04 TAHUN 2003. 
Adapun Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dari awal sampai saat 
ini menjabat yaitu: 
a. Hadi Poernomo 
b. A. Soejadi, SH 
c. Moenarso, SH 
d. Soetadi Ramli, SH 
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e. Soepardiman Mloyo Hadi N, SH 
f. Setya Harsono, SH 
g. Huzaifah Parlindungan, SH 
h. Soeroto, SH 
i. Maruarar Siahaan, SH 
j. Ny. Hartini Indra Wijoso, SH 
k. Soemilah, SH 
l. Janto Kartono Moeljo, SH, MH 
m. Mudzakir, SH 
n. Suroso, SH 
o. Roba’a, SH  
p. H. Saparudin Hasibuan, SH 
q. Sutanto, SH, MH  
r. Herman Heller Hutapea 
s. Amin Sutikno, SH, MH 
t. Torowa Daeli, SH, MH 
u. Dwi Tomo, SH., M.Hum 
Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri 1 Surakarta Kelas 1A 
Khusus sebagai berikut: 
a. Kecamatan Banjarsari: Timuran, Keprabon, Ketelas, Punggawan, 
Kestalan, Setabelan, Gilingan, Nusukan, Kadipiro, Banyuanyar, 
Sumber, Manahan, Mangkubumen. 
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b. Kecamatan Jebres: Sudiroprajan, Gendekan, Sewu, Jagalan, Pucang 
Sawit, Jebres, Mojosongo, Tegalharjo, Purwodiningratan, Kepatihan 
Wetan, Kepatihan Kulon. 
c. Kecamatan Laweyan: Bumi, Jajar, Karangasem, Kerten, Laweyan, 
Pajang, Panularan, Penumping, Purwosari, Sondakan, Sriwedari. 
d. Kecamatan Pasar Kliwon: Buluwarti, Gajahan, Joyosuran, kampung 
Baru, Kauman, Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Sangkrah, Semanggi. 
e. Kecamatan Serengan: Danukusuman, Jayengan, Joyotakan, Kemlayan, 
Kratonan, Serengan, Tipes. 
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Surakarta 
Visi Pengadilan Negeri Surakarta 
a. Menjaga kemandirian badan peradilan; 
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan; 
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 
Misi Pengadilan Negeri Surakarta 
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Surakarta kelas ia khusus yang 
agung” 
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3. Struktur Organisasi 
 
Ketua Pengadilan Negeri Surakarta: 
Dwi Tomo, SH., M.Hum 
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta 
Krosbin I. Gaol, SH., MH. 
Sekretaris: Rumiasari, SE., SH., MM. 
Kepala Bagian Umum: Drs. Joko Siswo Pramono, SH., MM. 
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Hakim:  
No Nama Hakim No Nama Hakim 
1 
Dwi Tomo, SH., 
M.Hum 
14 
Andy Subiyantadi, SH., 
MH. 
2 
Krosbin I. Gaol, SH., 
MH. 
15 
Sri Widiyastuti, SH., KN. 
3 Supomo, SH., MH 16 Mangapul Girsang, SH. 
4 
Dwi Prapti Maryudiati, 
SH. 
17 
Puji Hendro Suroso, SHM., 
MH 
5 
Arini, SH. 
18 
Fredrik Frans Samuel Daniel, 
SH 
6 
Mula Pangaribuan, SH., 
MH. 
19 
Pandu Budiono, SH., MH. 
7 
Maximianus Daru 
Hermawan, SH. 20 
Tongam Oase Christian 
Hasudungan Simanjuntak, 
SH., MHum. 
8 
Agus Iskandar, 
SH.,MH. 
21 
A. Zamroni, SH., MHum. 
9 
Arie Winarsih, SH., 
MHum. 
22 
R. Azharyadi Priakusumah, 
SH., MH 
10 Usman, SH., MH. 23 Dalyusra, SH., MH. 
11 Abdul Ra’uf, SH., MH. 24 Sigit Pangudianto, SH., MH 
12 
H. Muhammad, 
SH.,MH. 
25 
Priyanto, SH., MHum. 
13 Endang Makmum, SH 26 Heru Budyanto, SH., MH. 
No Nama Hakim No Nama Hakim 
1 
Dwi Tomo, SH., 
M.Hum 
14 
Andy Subiyantadi, SH., 
MH. 
2 
Krosbin I. Gaol, SH., 
MH. 
15 
Sri Widiyastuti, SH., KN. 
3 Supomo, SH., MH 16 Mangapul Girsang, SH. 
4 
Dwi Prapti Maryudiati, 
SH. 
17 
Puji Hendro Suroso, SHM., 
MH 
5 
Arini, SH. 
18 
Fredrik Frans Samuel Daniel, 
SH 
6 
Mula Pangaribuan, SH., 
MH. 
19 
Pandu Budiono, SH., MH. 
7 Maximianus Daru 20 Tongam Oase Christian 
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Hermawan, SH. Hasudungan Simanjuntak, 
SH., MHum. 
8 
Agus Iskandar, 
SH.,MH. 
21 
A. Zamroni, SH., MHum. 
9 
Arie Winarsih, SH., 
MHum. 
22 
R. Azharyadi Priakusumah, 
SH., MH 
10 Usman, SH., MH. 23 Dalyusra, SH., MH. 
11 Abdul Ra’uf, SH., MH. 24 Sigit Pangudianto, SH., MH 
12 
H. Muhammad, 
SH.,MH. 
25 
Priyanto, SH., MHum. 
13 Endang Makmum, SH 26 Heru Budyanto, SH., MH. 
 
Panitera 
Panitera 
Sulaiman, SH., MH. 
Wakil Panitera 
- 
Panitera Muda Perdata Hariyanta, SH. 
Panitera Muda Pidana 
Hendra Baju Broto Kuntjoro, 
SH. 
Panitera Muda Hukum Sunarto, SH., MH. 
 
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Tindak Pidana 
Penipuan (Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN. Skt.) 
1. Dakwaan 
Di dalam kasus ini terdakwa di dakwa dengan Pasal 378  jo Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai tindak pidana penipuan secara bersama-
sama. Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan bermodus kupon 
undian berhadiah yang terdapat dalam kupon kemasan POP Mie pada hari 
Selasa tanggal 21 Februari 2017. Di dalam kemasan tersebut tertuliskan 
hadiah satu buah unit mobil Nissan Juke. Karena tidak curiga dan  
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percaya, korban langsung menelepon ke nomor yang tertera di kupon 
tersebut yang kemudian diteriman oleh saksi SAKSI  W dengan nama 
samaran Edi Sujono yang mengaku sebagai pimpinan perusahaan 
Indofood kemudian saksi korban di suruh mentransfer ke rekening Bank 
BRI An. Yayang Haryani dengan alasan untuk menyumbang yayasan 
sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudia 
setelah uang ditransfer oleh korban lalu saksi W menyarankan kepada 
korban untuk menghubungi saksi G yang mengaku sebagai petugas Polda 
Metro Jaya kemudian korban di suruh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 
4.500.00,- (empat juta lima ratusa ribu rupiah) untuk biaya STJK (Surat 
Ijin Jalan Kendaraan) dan uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga 
ratus ribu rupiah) dan uang tersebut nantinya akan di ganti oleh 
perusahaan kemudia setelah uang di transfer oleh korban sebesar Rp. 
14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank 
BRI An. Yayang Haryani kemudia saksi W dan saksi G memberitahu 
kepada terdakwa lalu uang tersebut di ambil oleh terdakwa dengan 
menngunakan kartu ATM lalu uang tersebut dibagi bersama-sama dengan 
saksi W dan saksi G. 
Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama-sama 
dengan SAKSI G dan SAKSI W dengan pembagia tugas masing-masing 
yaitu untuk TERDAKWA selaku pemimpin yang perannya menyediakan 
nomor rekening Bank BRI An. Yayang Haryani dan Bank BNI dengan 
menggunakan nama Khoirul Umang dan Bank BTN dengan nama Ricky 
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Gunawan dan TERDAKWA yang membuat kupon undian Indofood 
sukses makmur dengan mendapatkan hadiah mobil NISSAN JUKE dan 
juga sebagai pembagi uang hasil dari penipuan, sedangkan SAKSI W 
dengan nama samaran Edi Sujono berperan sebagai pimpinan dari 
perusahaan Indofood mendapatkan bagian sebesar 20% dan SAKSI G 
berperan sebagai pihak ari kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan 
bagian keuntungan sebesar 20%. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 
SAKSI KORBAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 
14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). 
2. Pembuktian dalam persidangan 
Untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah 
mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. Adapun saksi-saksi tersebut 
sebagai berikut: 
a. Saksi Bambang Liegang Saputra (saksi korban), pada pokoknya 
menerangkan 
1) Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga. 
2) Bahwa saksi yang menerangkan kalau yang menjadi korban adalah 
saksi sendiri dan pelakunya saksi tidak tahu, dan saksi menjadi 
korban penipuan dengan cara saksi mendapatkan kupon berhadiah 
dari kemasan Pop Mie dan kemudian oleh saksi dihubungi nomor 
telepon yang tertera dan kemudian oleh Terdakwa diyakinkan 
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sehingga percaya dan mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa 
tetapi barang yang dijanjikan tidak ada. 
3) Bahwa saksi menerangkan kalau awalnya membeli Pop Mie di 
Carefore Mall Paragon dam setelah sampai rumah dibuka untuk 
saksi makan dan ternyata ada bungkusan plastik kecil berisi tiga 
lupon masing-masing berupa kupon berhadiah, surat rekomendasi 
dan surat keterangan Kepolisian dan karena saksi curiga 
selanjutnya menghubungi nomor yang tertera. 
4) Bahwa yang membuat saksi yakin adalah kupon berada dalam 
kemasan Pop Mie yang dibeli di Carefore Mall Paragon dan setelah 
menghubungi telepon diterima oleh Drs. Edi Budiyono S.E dari 
Indofood dan setelah telepom berikutnya diterima oleh Rismanda 
dari Polda Metro Jaya, sehingga dengan kata-kata yang 
disampaikan tersebut saksi merasa yakin, yang membuat saksi 
curiga kalau telah tertipu adalah Terdakwa tselalu meminta 
tambahan uang dengan berbagai alasan sehingga korban baru sadar 
kalau tertipu. 
5) Bahwa atas kejadian terseburt kerugian saksi sebesar Rp. 
14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). 
b. Saksi Sarni 
1) Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga. 
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2) Bahwa yang menjadi korban dari penipuan tersebut adalah majikan 
saksi yaitu Bambang Likang Saputra. 
3) Bahwa sebelumnya saksi Bambang membeli 3 (tiga) buah kemasan 
makanan Pop Mie di Paragon, selanjutnya dibawa pulang kerumah, 
kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 
16.00 WIB sewaktu saksi disuruh oleh saksi Bambang untuk 
membuat Pop Mie, setelah ketiga kemasan Pop Mie tersebut saksi 
buka ternyata yang satu kemasan didalamnya terdapat kupon 
tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi 
Bambang. 
4) Bahwa kupon tersebut berisikan 2 (dua) buah lembar kupon 
bertuliskan keterangan dari kepolisian dan pabrik Pop Mie dan 1 
(satu) lembar kupon bertuliskan nomor undian dan nomor telepon, 
dan setelah dibuka ada petunjuk untuk mengikuti undian tersebut, 
selanjtnya salsi Bambang mengikuti aturan dari undian Pop Mie 
tersebut, diantaranya disuruh untuk mengirimkan sejumlah uang 
melalui transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 
126401004773501 atas nama Yayang Haryanti, selang beberapa 
jam kemudian saksi Bambang mendapat telepon yang intinya 
disuruh mentransfer uang kembali ke nomor rekening yang sama, 
selanjutnya saksi Bambang disuruh transfer uang yang ketiga 
kalinya kerekening yang sama.  
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5) Bahwa yang membuat saksi Bambang curiga karena setelah 
menstransfer uang yang kedua kalinya, saksi Bambang disuruh 
mentransfer uang lagi yang ketiga kalinya, akhirnya dari situlah 
timbul kecurigaan. 
c. Saksi Acep Yulianto 
1) Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga. 
2) Bahwa saksi bekerja di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
sejak tahun 1993, dan ditempat di bagian Gudang Semarang sekitar 
1 tahun, kemudian ditempatkan di bagian Marketing kantor di 
Semarang selama 2 tahun, kemudian dipromosikan ke bagian 
Accounting Semarang selama 12 tahun kemudian ditempatkan 
sebagai Marketing Lapangan di Semarang selama 2 tahun, 
kemudian Marketing/Supervisior (jabatan area salles promosi 
supervesior) di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk distrik 
Solo-Sragen mulai tahun 2014 hingga sekarang. 
3) Bahwa PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pernah 
mengadakan undian dalam kemasan Pop Mie yaitu tahun 2012 
dengan hadiah utama Nissan Juke dan tahun 2015 hadiah sepeda 
motor Suzuki Adres. 
4) Bahwa untuk tahun 2017 dari PT. Indofood CBP Sukses Tbk tidak 
ada program kupon berhadiah. 
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5) Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2015 ketika ada undian didalam 
kemasan Pop Mie hanya ada satu kupon dari PT. Indofood CBP 
Sukses Makmur Tbk saja dan tidak ada rekomendasi dari 
kepolisian. 
6) Bahwa penerima hadiah di tahun 2012 dan tahun 2015 tidak 
dipungut biaya apapun dan mobil ataupun sepeda motor diambil di 
diler setempat. 
7) Bahwa ketika saksi ditunjukan barang bukti kupon, saksi 
menyatakan kalau kupon tersebut bukan merupakan produk dan 
program dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk karena dari 
cara mendapatkan hadiahnya tidak seperti program undian yang 
dilakukan oleh Pt. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
8) Bahwa dengan kejadian penipuan dengan cara memasukan kupon 
hadiah di kemasan Pop Mie dengan hadiah Nissan Juke sangat 
merugikan PT. Indofood Sukes Makmur Tbk. 
d. Saksi Wahyu 
1) Bahwa saksi ikut andil dalam penipuan ini bersama Terdakwa. 
2) Bahwa Terdakwa dan teman-temanya melakukan penipuan dengan 
cara memasukkan kupon berhadiah mobil Nissan Juke dalam 
bungkus Pop Mie yang berisi nomor telepon 02150162547 dan 
02150612547 selanjutnya setelah diedarkan dan ada yang membeli 
setelah itu ada yang menelepon dari salah satu, korban lalu saksi 
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arahkan untuk mengirim sejumlah uang guna pengurusan hadiah 
tersebut. 
3) Bahwa saksi menjelaskan untuk peran saksi dan teman-temannya 
adalah sebagai berikut: saksi berperan sebagai cutomer servis dari 
Indofood dengan nomor 02150162547 yang bertugas menerima 
telepon dari korban yang mengaku mendapat kupon berhadiah dari 
PT. Indofood lalu saksi menerima telepon mengaku sebagai 
petugas bernama Dedy dan saksi menerangkan jika korban 
memang benar menerima hadiah Nissan Juke selanjutnya untuk 
keperluan pengurusan administrasi agar mentransfer sejumlah uang 
Rp. 4.900.000,- (empat juta sembila ratus ribu rupiah) ke rekenin 
Bank BRI an. Yayang Haryani . 
4) Bahwa setelah saksi berhasil mempengaruhi korban untuk 
mengirim uang diarahkan ke nomor yang lain diterima oleh saksi 
Gunasis yang berperan sebagi orang yang mengaku Kapolda Metro 
Jaya yang bernama Irjen Pol. Drs. M. Iriawan. Bertugas 
membenarkan jika mengeluarkan undian berhadiah selanjutnya 
meminta sejumlah uang untuk pengurusan hadiah Rp. 4.500.000,- 
(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 5.300.000,- (lima juta 
tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI an. Yayang Hayani. 
5) Bahwa Terdakwa Nukman berperan sebagai bos yang bertugas 
membuat dan mencetak kupon dan menyerahkan kepada saksi 
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Wahyu dan saksi Gunasis untuk di bungkus lalu dibawa lagi oleh 
Terdakwa Nukman. 
 
e. Saksi Gunasis 
1) Bahwa Terdakwa dengan rekan-rekannya dalam melakukan 
penipuan tersebut lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. 
2) Bahwa untuk Terdakwa Nukman adalah selaku pemimpin atau 
sebagai ketuanya, yang perannya adalah menyediakan nomor 
rekening Bank BRI dengan menggunakan atas nama Yayang 
Haryani sengan nomor rekening 126401004773501ndan Bank BNI 
dengan menggunakan nama Khoirul umang dengan nomor 
rekening 0326395307 dan Bank BTN dengan atas nama Ricky 
Gunawan dengan nomor rekening 0047801500026866. 
3) Bahwa selain menyediakan rekenin, Terdakwa Nukman juga 
membuat kupon yang berjumlah 3 lembar yang dimasukkan 
kedalam plastik dan dimasukkan kedalam kemasan Pop Mie dan 
Terdakwa Nukman sebagai pembagi uang hasil penipuan tersebut. 
4) Bahwa saksi Gunasis tekah meyakinkan saksi Bambang 
mendapatkan hadiah Nissan Juke hingga saksi Bambang 
mentransfer untuk kedua kalinya uang sejumlah Rp. 9.800.000,- 
(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi 
mendapatkan bagian Rp. 1.960.000,- (satu juta sembilan ratus 
enam puluh ribu rupiah). 
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Adapun barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum 
berupa: 
a. 2 (dua) alat plastik film sealer 
b. 2 (dua) alat laminating 
c. 2 (dua) alat pemotong dan 3 (tiga) buah alas kaca; 
d. 1 (satu) buah printer canon pixma IP 2770; 
e. 1 (satu) plastik transparan berisi plastik untuk membuat pres kupon; 
f. 1 (satu) bendel surat keterangan Kepolisian dan rekomendasi PT 
Indofood; 
g. 1 (satu) bendel kupon berhadiah; 
h. 1 (satu) plastik transparan berisi kupon undian yang sudah jadi; 
i. 1 (satu) plastik berisi potongan kertas warna dan 15 gulung kertas 
warna utuh; 
j. Potongan spon dan potongan karpet; 
k. 2 (dua) bungkus kertas laminating film, 6 (enam) lembar kertas 
cetakan lupon undian, 1 (satu) rim kertas, 6 (enam) kaleng cat pilox, 7 
(tujuh) lem castol, 1 (satu) lem fox, a dus isi carter, 2 (dua) gunting, 
dan 8 (delapan) dosbox HP; 
l. 2 (dua) kabel stop kontak listrik; 
m. 1 (satu) plastik karet gelang; 
n. 27 (dua puluh tujuh) handphone berbagai merk untuk operator; 
o. 1 (satu) buas flesdisk 8gb warna hitam berisi master kupon, surat 
rekomendasi dan keterangan kepolisian; 
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p. 17 (tujuh belas) kartu ATM 
q. 1 (satu) handphone Iphone 4 warna putih, 1 (satu) HP Samsung warna 
putih; 
r. 2 (dua) buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank 
BTN; 
s. Sebuah dompet berisi 2 (dua) buah KTP, SIM A dan SIM C an. 
TERDAKWA; 
t. 3 (tiga) lembar kertas rekap pembagian hasil; 
u. 3 (tiga) buah BPKB; 
v. 1 (satu) buah catatab kekurangan 
w. 1 (satu) bendel petunjuk kerja 
x. Uang tunai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus robu rupiah); 
y. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Rp. 4.900.000,- (empat juta 
sembilan ratus ribu rupiah); 
z. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Rp. 9.800.000,- (sembilan juta 
delapan ratus ribu rupiah). 
3. Tuntutan 
Tuntutan pidana yang di ajukan oleh penuntut umum yang pada 
pokoknya sebagai berikut; 
a. Menyatakan terdakwa Nukman bersalah melakukan tindak pidana 
Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana di atur dalam pasal 378 
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
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b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 
2 (dua) tahun dengan di kurangi selama terdakwa  dalam tahanan 
dengan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) alat plastik film sealer; 2 
(dua) alat laminating; 2 (dua) alat pemotong dan 3 (tiga) buah alas 
kaca, 1 (satu) buah printer canon pixma IP 2770; 1 (satu) plastik 
transparan berisi plastik untuk membuat pres kupon, 1 (satu) bendel 
surat keterangan Kepolisian dan rekomendasi PT Indofood, 1 (satu) 
bendel kupon berhadiah; 1 (satu) plastik transparan berisi kupon 
undian yang sudah jadi, 1 (satu) plastik berisi potongan kertas warna 
dan 15 gulung kertas warna utuh, Potongan spon dan potongan karpet; 
2 (dua) bungkus kertas laminating film, 6 (enam) lembar kertas 
cetakan lupon undian, 1 (satu) rim kertas, 6 (enam) kaleng cat pilox, 7 
(tujuh) lem castol, 1 (satu) lem fox, a dus isi carter, 2 (dua) gunting, 
dan 8 (delapan) dosbox HP; 2 (dua) kabel stop kontak listrik; 1 (satu) 
plastik karet gelang; 27 (dua puluh tujuh) handphone berbagai merk 
untuk operator; 1 (satu) buas flesdisk 8gb warna hitam berisi master 
kupon, surat rekomendasi dan keterangan kepolisian; 17 (tujuh belas) 
kartu ATM; 1 (satu) handphone Iphone 4 warna putih, 1 (satu) HP 
Samsung warna putih; 2 (dua) buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah 
buku tabungan Bank BTN; Sebuah dompet berisi 2 (dua) buah KTP, 
SIM A dan SIM C an. TERDAKWA; 3 (tiga) lembar kertas rekap 
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pembagian hasil; 3 (tiga) buah BPKB; 1 (satu) buah catatan 
kekurangan; 1 (satu) bendel petunjuk kerja; Uang tunai Rp. 
5.300.000,- (lima juta tiga ratus robu rupiah); 1 (satu) lembar bukti 
transfer Bank BRI Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu 
rupiah); dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Rp. 9.800.000,- 
(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). 
d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,00 (dua ribu rupiah). 
4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara 
Nomor 157/ Pid. B/ 2017/ PN. Skt. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa 
yang dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam 
persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai 
berikut: 
a. Bahwa terdakwa Nukman telah terbukti melakukan tindak pidana 
penipuan secara bersama-sama oleh saksi Gunasis dan saksi Wahyu. 
b. Bahwa terdakwa terbukti mengeruk keuntungan dari korban sebesar 
Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). 
c. Terbukti telah melanggar ketentuan yang di atur dalam pasal 378 jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan 
Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwaakan oleh 
Penuntut Umum yang dibuat secara tunggal yaitu melanggar Pasal 378 
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KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut: 
a. Unsur Barangsiapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam 
pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan 
tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang 
sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat 
dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa 
Nukman yang setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyatasesuai 
sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaa Penuntut 
Umum dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh 
Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi eror 
in person. Dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut 
hukum. 
b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hak 
Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas menunjuk kepada 
subjek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri 
sendiri secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan denagn 
ketentuan yang berlaku. 
Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi, 
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keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, telah 
ternyata bahwa berawal dari Terdakwa membuat kupon undian 
Indofood Sukses Makmur dengan mendapatkan hadiah mobil Nissan 
Juke yang dibuat Terdakwa tanpa ijin dari PT. Indofood Sukses 
Makmur dengan cara menyescan lalu mengeprint kupon undian 
bberhadiah dan melipat rapi besama-sama surat rekomendasi 
tertanggal 27 Agustus 2016, surat Keterangan Kepolisian No. Pol: 
08/SKK/SatKK/V/2016 serta dicantumkan juga nomor undian, nomor 
telepon suaru konsumen 021501624547 dan 02150612547 dan 
memasukkannya kedalam kemasan Pop Mie yang disebarkan melalui 
orang bayaran Terdakwa Nukman Yaitu Iwan dan Dedi. 
Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi Wahyu, Gunasis, 
Rahmat dan Anca stanbay dirumah kontrakan di perumahan Kirana 
Indah Kp. Kraden RT 09/RW 522 Maguwoharji Depok Sleman 
menunggy kalau ada telepon yang masuk dari orang atau korban yang 
menemukan kupon berhadiah tersebut untuk dibujuk atau dipengaruhi 
agar mengirim atau mentransfer uang ke nomor-nomor rekening yang 
telah disiapkan oleh Terdakwa. 
Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 
skorban Bambang membeli Pop Mie di Mall dan menemukan kupon 
berhadiah mobil Nissan Juke tersebut dan tanpa curiga korban 
menghubungi nomor telepon yang tertera dalam kupon hadiah tersebut 
dan diterima saksi Wahyu yang mengaku dari PT. Indofood yang 
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menegaskan bahwa benar korban mendapatkan hadiah mobil Nissan 
Juke dan untuk keperluan Administrasi agar mentransfer uang 
sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) 
selanjutnya korban diarahkan menghubungi nomor 082299304569 
yang diterima oleh saksi Gunasis yang mengaku sebagai petugas dari 
Kepolisian Metro Jaya dan meminta saksi korban untuk mentransfer 
uang lagi untuk keperluan STJK/ Surat Ijin Jalan sebesar Rp. 
4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk biaya 
asuransi pengiriman hadiah sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tuga 
ratus ribu rupiah) dan dari uang yang telah ditransfer oleh korban 
tersebut diambil oleh Terdakwa lalu membagi-bagikan 20% keada 
saksi Wahyu dan 20%  kepada saksi Gunasis kemudian sisanya untuk 
Terdakwa. 
Bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur dengan maksud 
hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan 
hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. 
c. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan 
akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan 
bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, 
membauat utang atau menghapus piutang 
Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang 
mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah 
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terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap Terdakwa telah 
memenuhi unsur tersebut secara keseluruhan. 
Tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong adalah jika 
terdapat pelbagi kebohongan yang sedemikian rupa dimana yang satu 
melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik 
menimbulkan gambaran pada diri korban adanya suatu kebenaran. 
Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan unsur ke-2 
tersebut diatas maka telah didapati fakta bahwa dalam mengambil 
keuntungan sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu 
rupiah) dari saksi korban maka Terdakwa telah kerjasama dengan 
Saksi Wahyu dan Saksi Gunasis dimana Saksi Wahyu mengaku 
sebagai Dedy dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur dan Saksi 
Gunasis mengaku sebagai Kepolisian Metro Jaya dan membunyikan 
suara sirene sewaktu menelepon saksi korban untuk meyakinkan saksi 
korban, sehingga dengan akal, tipu muslihat maupun dengan karangan 
perkataan bohong dengan memakai nama palsu, keadaan palsu maka 
terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyu dan Saksi Gunasis telah 
dapat meyakinkan saksi korban sehingga menjadi percaya 
perkataannya dan tergerak untuk mentransfer uang sebesar Rp. 
14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor 
rekening yang telah dipersiapkan Terdakwa yaitu rekening atas nama 
Yayang Haryani padahal setelah uang ditransfer diambil oleh terdakwa 
dan dibagikan ke Saksi Wahyu dan Saksi Gunasis masing-masing 20% 
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bukan untuk keperluan pengurusan hadiah mobil Nissan Juke yang 
telah dijanjikan. 
Bahwa dari uraian diatas unsur ini telah terpenuhi oleh 
perbuatan Terdakwa. 
d. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut 
melakukan perbuatan 
Menimbang bahwa unsur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP : 
bersama-sama atau turut serta adalah 
1) Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak; 
2) Bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur tindak 
pidana. 
Sehingga arti “bersama-sama melakukan” sedikitnya ada 2 orang yaitu 
yang melakukan (Pleger) dan orang turut melakukan (medepleger) 
peristiwa pidana itu. Ke-2 orang itu semuanya melakukan elemen dari 
peristiwa pidana itu. 
Menimbang bahwa dari uraian unsur terdahulu telah diuraikan 
dan telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya dibantu 
oleh saksi Wahyu, Gunasis, Rahmat, Anca Iwan dan Dedi atau pak Di 
dengan perang masing-masing yaitu Terdakwa Nukman yang 
menyediakan segala sarana dan prasarana baik peralatan HP yang 
digunakan untuk menerima telepon dari korban, buku tabungan atau 
nomor rekening untuk menerima transferan dari korban, mencetak 
kupon hadiah palsu, membagi atau mengatur uang hasil trnasferan dari 
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korban, sedangkan saksi Wahyu dan Gunasis berperan sebagai 
penerima telepon yang bertugas melipat kertas kupon hadiah palsu, 
Iwan dan Dedi bertugas menyebar kupon hadiah dengan berbagi cara 
antara lain dengan memasukkan kupon hadiah palsu tersebut ke dalam   
kemasan Pop Mie sehingga akhirnya Bambang menjadi korban aksi 
mereka. 
Menimbang dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh 
perbuatan Terdakwa. 
Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di 
atas maka semua unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti serta 
Terdakwalah yang melakukannya, dan karena terbuktinya perbuatan 
Terdakwa tersebut didasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dalam 
KUHAP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka 
terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaiman didakwakan dalam dakwaan tersebut 
diatas. 
Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan 
berlangsung tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan 
kesalahan Terdakwa berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan 
tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum 
dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana 
yang setimpal dengan perbuatannya. 
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Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman 
kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan pidana guna penerapan hukum yang adil 
dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa telah terbukti tersebut sebagai 
berikut: 
a. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan Terdakwa meresahkan 
msyarakat khususnya saksi korban. 
b. Hal-hal yang meringankan:  
1) Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya; 
2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi; 
3) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; 
4) Terdakwa belum pernah dihukum. 
5. Amar Putusan 
Bahwa atas tuntutan tersebut hakim memutuskan sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Nukman telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Secara 
Bersama-sama”; 
b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana 
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, 
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; 
d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
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e. Menetapkan barang bukti berupa: 
1) 2 (dua) alat plastik film sealer 
2) 2 (dua) alat laminating 
3) 2 (dua) alat pemotong dan 3 (tiga) buah alas kaca; 
4) 1 (satu) buah printer canon pixma IP 2770; 
5) 1 (satu) plastik transparan berisi plastik untuk membuat pres 
kupon; 
6) 1 (satu) bendel surat keterangan Kepolisian dan rekomendasi PT 
Indofood; 
7) 1 (satu) bendel kupon berhadiah; 
8) 1 (satu) plastik transparan berisi kupon undian yang sudah jadi; 
9) 1 (satu) plastik berisi potongan kertas warna dan 15 gulung kertas 
warna utuh; 
10) Potongan spon dan potongan karpet; 
11) 2 (dua) bungkus kertas laminating film, 6 (enam) lembar kertas 
cetakan lupon undian, 1 (satu) rim kertas, 6 (enam) kaleng cat 
pilox, 7 (tujuh) lem castol, 1 (satu) lem fox, a dus isi carter, 2 (dua) 
gunting, dan 8 (delapan) dosbox HP; 
12) 2 (dua) kabel stop kontak listrik; 
13) 1 (satu) plastik karet gelang; 
14) 27 (dua puluh tujuh) handphone berbagai merk untuk operator; 
15) 1 (satu) buas flesdisk 8gb warna hitam berisi master kupon, surat 
rekomendasi dan keterangan kepolisian; 
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16) 17 (tujuh belas) kartu ATM 
17) 1 (satu) handphone Iphone 4 warna putih, 1 (satu) HP Samsung 
warna putih; 
18) 2 (dua) buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank 
BTN; 
19) Sebuah dompet berisi 2 (dua) buah KTP, SIM A dan SIM C an. 
TERDAKWA; 
20) 3 (tiga) lembar kertas rekap pembagian hasil; 
21) 3 (tiga) buah BPKB; 
22) 1 (satu) buah catatan kekurangan 
23) 1 (satu) bendel petunjuk kerja 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
24) Uang tunai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah); 
25) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Rp. 4.900.000,- (empat 
juta sembilan ratus ribu rupiah); 
26) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Rp. 9.800.000,- (sembilan 
juta delapan ratus ribu rupiah). 
Dikembalikan kepada saksi korban. 
f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Surakarta No. 157/Pid.B/2017/PN. Skt. Tentang Penipuan 
Bahwa hakim dalam pengambilan keputusan didasarkan kepada surat 
dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, hal ini 
berdasarkan pada Pasal 191 KUHAP.
154
 Selain itu hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali minimal dengan 2 (dua) alat 
bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya”.155 
 
Menurut KUHAP pada Pasal 184 alat bukti yang sah yang dapat 
dijadikan dalam acara pidana antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 157/ Pid. 
B/2017/PN. Skt saksi yang dihadirkan dalam persidangan terdapat 5 saksi 
yaitu saksi Bambang yang mana menjadi korban dalam kasus ini, saksi Sarni 
yang menerangkan bahwa korban dalam kasus ini adalah majikannya yang 
bernama Bambang, saksi Acep pegawai dari PT Indofood CBS Sukses 
Makmur tbk, saksi Wahyu teman dari Terdakwa yang juga ikut andil dalam 
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 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 
283. 
155
 Andi Hamzah, KUHP..., hlm. 306. 
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kasus ini saksi sebagai seorang yang menerima telepon apabila ada telepon 
masuk mengenai undian berhadiah yang dibuat oleh terdakwa, dan saksi 
Gunasis bahwa ia juga ambil andil dalam kasus ini dan juga termasuk teman 
dari terdakwa, saksi disini berperan seolah-olah sebagai pihak dari kepolisian. 
Selanjutnya pembuktian dari keterangan terdakwa, di persidangan Terdakwa 
telah membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh para saksi dan 
membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum. 
Sehingga bedasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 
Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah sah dan terbukti 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 378 
KUHP jo 55 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
tentang tindak penipuan secara bersama-sama, yang mana didakwakan oleh 
Penuntut Umum antara lain: 
a. Unsur Objektif 
1) Barangsiapa 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa 
Nukman yang setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyatasesuai 
sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaa Penuntut 
Umum dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh 
Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi eror 
in person.  
2) Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal 
dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan 
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bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat 
Menimbang bahwa dalam mengambil keuntungan sebesar Rp. 
14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi 
korban maka Terdakwa telah kerjasama dengan Saksi Wahyu dan 
Saksi Gunasis dimana Saksi Wahyu mengaku sebagai Dedy dari PT. 
Indofood CBP Sukses Makmur dan Saksi Gunasis mengaku sebagai 
Kepolisian Metro Jaya dan membunyikan suara sirene sewaktu 
menelepon saksi korban untuk meyakinkan saksi korban, sehingga 
dengan akal, tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong 
dengan memakai nama palsu, keadaan palsu maka terdakwa bersama-
sama dengan Saksi Wahyu dan Saksi Gunasis telah dapat meyakinkan 
saksi korban sehingga menjadi percaya perkataannya dan tergerak 
untuk mentransfer uang sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta 
tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah dipersiapkan 
Terdakwa yaitu rekening atas nama Yayang Haryani padahal setelah 
uang ditransfer diambil oleh terdakwa dan dibagikan ke Saksi Wahyu 
dan Saksi Gunasis masing-masing 20% bukan untuk keperluan 
pengurusan hadiah mobil Nissan Juke yang telah dijanjikan. 
b. Unsur Subjektif 
1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hukum 
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Menimbang, bahwa bedasarkan serangkaian kebohongan 
terdakwa dan rekan-rakannya. Mereka memperoleh uang sebesa Rp. 
14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) 
2) Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut 
melakukan perbuatan 
Menimbang bahwa unsur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP : 
bersama-sama atau turut serta adalah 
a) Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak; 
b) Bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur tindak 
pidana. 
Sehingga arti “bersama-sama melakukan” sedikitnya ada 2 
orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang turut melakukan 
(medepleger) peristiwa pidana itu. Ke-2 orang itu semuanya 
melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. 
Pleger adalah orang yang secara materiil dan personlijk nyata-
nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi unsur 
dari rumusan delik yang terjadi. Seorang pleger adalah orang yang 
perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam 
pasal hukum pidana yang dilanggar.
156
 
Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan 
orang lain untuk melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk 
melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia 
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 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 124. 
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turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang 
telah disepakati. Jadi, dalam pernyataan bentuk turut serta ini, dua 
orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut 
semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat 
perbuatan pidana dilakukan. Dengan demikian, didalam medepleger 
terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk 
penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana 
melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat benar-
benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam 
pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya 
kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah 
merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama 
sebelumnya.
157
 
Dalam putusan ini yang menjadi pleger adalah Terdakwa 
Nukman serta yang menjadi medepleger adalah Terdakwa beserta 
saksi Wahyu, Gunasis, Rahmat, Anca Iwan dan Dedi atau pak Di. 
Karena mereka semua terlibat secara fisik yang telah disepakati 
sebelumnya. 
Menimbang bahwa dari uraian unsur terdahulu telah diuraikan 
dan telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya dibantu 
oleh saksi Wahyu, Gunasis, Rahmat, Anca Iwan dan Dedi atau pak Di 
dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa Nukman yang 
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menyediakan segala sarana dan prasarana baik peralatan HP yang 
digunakan untuk menerima telepon dari korban, buku tabungan atau 
nomor rekening untuk menerima transferan dari korban, mencetak 
kupon hadiah palsu, membagi atau mengatur uang hasil transferan dari 
korban, sedangkan saksi Wahyu dan Gunasis berperan sebagai 
penerima telepon yang bertugas melipat kertas kupon hadiah palsu, 
Iwan dan Dedi bertugas menyebar kupon hadiah dengan berbagai cara 
antara lain dengan memasukkan kupon hadiah palsu tersebut ke dalam   
kemasan Pop Mie. 
Selain pertimbangan hakim mengenai fakta dan keadaan yang 
diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan 
kesalahan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa, keadaan tersebut antara lain: 
c. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat 
khususnya saksi korban. 
d. Hal-hal yang meringankan:  
5) Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya; 
6) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi; 
7) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; 
8) Terdakwa belum pernah dihukum. 
Sehingga menurut penulis pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara Nomor 157/Pid.B/2017/PN. Skt sudah sesuai dengan ketentuan yang 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana Pasal 183 yang mengatur mengenai hakim tidak boleh 
menjatuhi pidana kepada seseorang minimal dengan 2 alat bukti yang sah dan 
Pasal 191 mengenai di dalam persidangan terdakwa dapat dijatuhi hukuman 
apabila kesalahan terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan 
tindak pidana. Di dalam putusan ini hakim menjatuhi hukuman berdasarkan 5 
(lima) keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungan dengan 
barang bukti. Sehingga Terdakwa Nukman secara sah dan terbukti melakukan 
tindak pidana penipuan Pasal 378 jo 55 ayat (1) KUHP tentang penipuan 
secara bersama-sama karena Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-
sama dengan saksi Wahyu, Gunasis, Rahmat, Anca Iwan dan Dedi atau pak Di 
yang mana mereka mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan 
aksinya. Disini hakim dalam memutus cenderung ke pertimbangan yang 
bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta 
yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah 
ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, hal ini mulai dari 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan 
barang bukti. Penjatuhan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang 
mana lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum menurut penulis hukuman ini 
sudah tepat dan adil karena berdasarkan Pasal 378 KUHP ancaman 
hukumannya maksimal 4 (empat) tahun penjara, penjatuhan hukuman tersebut 
hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang 
meringankan Terdakwa. 
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B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan 
Berdasarkan kasus penipuan di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 
2017 putusan nomor 157/Pid. B/2017/PN. Ska, kasus tersebut pada dasarnya 
para terdakwa menginginkan harta korban, hanya saja cara para terdakwa 
melakukan perbuatan tersebut dengan berbagai cara atau modus, seperti 
modus undian berhadiah, modus ingkar janji, dan modus sebagai orang pintar, 
yang mana di putusan 157/Pid. B/2017/PN. Ska korban melakukan aksinya 
penipuan dengan modus undian berhadiah. 
Ditinjau dari syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta 
merupakan ciri munafik. Munafik seperti dinyatakan dalam Al-Qur’an sebagai 
berikut: 
                           
    
Artinya: 
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan 
yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat 
seorang penolongpun bagi mereka” (QS An-Nisa’ Ayat 145). 
Dalam Islam dijelaskan penipuan dalam takaran timbangan dan dalam 
penipuan jual beli. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits, sebagai 
berikut: Dalam al-Qur’an diterangkan bahwa orang-orang yang curang akan 
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mendapatkan ganjaran yang setimpal, hal ini dalam firman Allah QS. Al-
Muthaffifii ayat 1, yang berbunyi: 
        
 
Artinya: 
“Celakalah bagi orang-orang yang curang”. 
Dalam surah tersebut dijelaskan larangan berbuat curang dalam hal 
menimbang, dan menakar. Hadis yang membahas tentang Penipuan Jual beli 
dalam Islam yakni:  
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu  
'alaihi wa Sallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau 
memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. 
Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Ia menjawab: 
Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau 
letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? 
Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku." (HR. Muslim).  
 
Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok 
untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik 
tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, 
Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan 
dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, mengghasab, mencopet, 
korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap dan sebagainya. 
Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan 
dalil kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain 
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berarti memakan barang haram. Hukum Pidana Islam menggolongkannya ke 
dalam hukum pidana pencurian (sa>riqah) dan h}ira>bah.158  
Secara terminologis, sa>riqah dalam syariat Islam adalah mengambil 
barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat 
penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta 
kekayaan tersebut.
159
  
Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut: 
a. Pencurian yang hukumannya h}ad, terbagi dua bagian yaitu: 
1) Pencurian ringan  َرْغُّصا ُةَقْر ِّسَلا()ى  
2) Pencurian berat )ىَر ْ بُكْلا ُةَقْر ِّسَلا( 
Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat 
adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu 
dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemiliknya. 
Sedangkan pencurian berat, pengambilan harta dilakukan dengan 
sepengetahuan pemilik harta tersebut tetapi tanpa kerelaannya, 
disamping itu terdapat unsur kekerasan didalamnya. Dalam istilah 
lain, pencurian berat ini disebut jari>mah h}ira>bah atau perampokan, 
dimasukkannya perampokan kedalam kelompok pencurian, 
disebabkan dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan 
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 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 329. 
159
 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 117. 
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pencurian, yaitu sekalipun karena jika dikaitkan dengan pemilik 
barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika 
dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan perampokan 
tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.
160
 
b. Pencurian yang hukumannya ta’zi>r. Pencurian ini juga dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu: 
1) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman h}ad, tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contohnya pengambilan 
harta milik anak oleh ayahnya. 
2) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik 
tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Misalnya mengambil jam 
tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan 
pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan
161
 
Untuk kasus penipuan dalam hukum pidana Islam selain 
mengkategorikan kedalam jari>mah pencurian (sa>riqah) juga dikategorikan 
kedalam jari>mah h}ira>bah. Menurut Sayyid Sabiq, h{ira>bah atau perampokan 
adalah sekelompok orang dengan satu keyakinan, perangai dan peraturan, 
yang memilik tujuan untuk menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, 
perampokan, pelucutan kehormatan, perusakan tanaman dan pertumbuhan 
hewan ternak di negara Islam.
162
Menurut Imam Malik, h{ira>bah adalah 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 82. 
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mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau 
tidak.
163
 
Melihat kasus penipuan pada putusan No. 157/Pid. B/2017/PN. Ska ini 
tidak bisa dikategorikan ke jari>mah pencurian (sa>riqah) ataupun jari>mah 
h}ira>bah. Walaupun penipuan ini, salah satu tindakan menyerupai pencurian 
namun bukan pencurian. Karena tindak pidana penipuan ini tidak memenuhi 
unsur-unsur tindak jari>mah pencurian (sa>riqah). Adapun unsur-usnur jari>mah 
pencurian (sa>riqah): 
a. Mengambil harta secara diam-diam 
Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna, jika: 
1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya 
2) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya 
3) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri. 
b. Barang yang dicuri berupa harta 
c. Barang yang dicuri milik orang lain 
d. Ada itikad tidak baik 
Pada perkara penipuan putusan No. 157/Pid. B/2017/PN yang mana 
para terdakwa mengambil harta benda korban tidak secara diam-diam seperti 
unsur jari>mah pencurian (sa>riqah), namun karena tipu muslihat terdakwa dan 
perkataan bohong maka para korban dengan sadar dan percaya memberikan 
harta benda ke terdakwa. walaupun korban memberikan harta kekayaan 
kepada terdakwa secara sadar dan terang-terangan karena dengan dalih 
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memdapatkan hadiah satu unit mobil Nissan Juke, sehingga tidak ada unsur 
keterpaksaan seperti dalam unsur-unsur jari>mah h}ira>bah. 
Menurut Sayyid Sabiq penipuan, pencopetan dan perampasan bukan 
termasuk dalam jari>mah pencurian (sa>riqah), sehingga meraka tidak wajib 
untuk mendapat hukuman h}ad potong tangan, meskipun mereka wajib diberi 
saksi.
164
 Sehingga perkara penipuan ini termasuk dalam jari>mah ta'zi>r. 
Menurut arti bahasa ta’zi>r berasal dari kata azzara yang berarti man’u 
wa radda (mencegah dan menolak).
165
 Sedangkan menurut istilah ta’zi>r di 
definisikan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut: 
   ُدْوُُدْلْا اَه ْ يِف َْعرْشُت َْلَ ِبْو ُنُذ ىَلَع ٌبْيِدَْتَُر ِْيزْع َّ تلاَو 
Ta’zi>r  itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum 
ditentukan hukumannya oleh syara’.166 
 
Sehingga ta’zi>r adalah salah satu istilah untuk hukuman atas jari>mah - 
jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dikalangan fuqaha, 
jari>mah - jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan 
dengan jari>mah ta’zi>r.167 
Karena didalam Al-Qur’an  surat Al-Muthaffifii ayat 1 diterangkan 
larangan berbuat curang dalam hal takaran dan timbangan serta dalam hadist 
Muslim dijelaskan mengenai penipuan dalam jual beli. Namun jenis 
perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara terang mengenai hukuman. 
                                                          
164
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah..., hlm. 146. 
165
 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah…, hlm. 145. 
166
 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana..., hlm. 19. 
167
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., hlm. 249. 
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Dari segi sifatnya, jari>mah ta'zi>r dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian 
yaitu: 
1) ta'zi>r karena melakukan perbuatan maksiat; 
2) ta'zi>r karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 
umum; 
3) ta'zi>r karena melakukan perbuatan pelanggaran, dibagi menjadi dua 
bagian yaitu: 
(3) Jari>mah ta'zi>r yang menyinggung hak Allah 
(4) Jari>mah ta'zi>r yang menyinggung hak individu 
Sehingga dalam perkara penipuan putusan nomor 157/Pid. 
B/2017/PN. Ska dikategorikan dalam ta'zi>r karena melakukan perbuatan 
pelanggaran yang menyinggung hak individu, yaitu perbuatan yang 
mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Karena dalam kasus ini hanya 
korban Nukman saja yang mengalami kerugian. Sehingga menurut penulis 
mengenai macam hukuman ta'zi>r maka tergantung pada wewenangan dari 
penguasa (hakim) seperti hukuman penjara. 
Jika ditinjau menurut perspektif Islam mengenai hukuman penjara 
merupakan salah satu bentuk dari hukuman ta’zi@r , pada masa Nabi dan Abu 
Bakar tidak ada tempat khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku 
akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan 
Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli 
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rumah Shafwan ibn Umayah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian 
dijadikan sebagai penjara.
168
 
Atas dasar kebijakan Khalifah Umar inilah, para ulama membolehkan 
kepada Ulil Amri untuk membuat penjara. Dasar hukum dibolehkannya 
hukuman penjara ini adalah surat An-Nisa ayat 15 antara lain:
169
 
                         
                  
            
Artinya: 
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah 
ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian 
apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-
wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberi jalan lain kepadanya” (An-Nisa ayat 15). 
 
Disamping itu alasan lain diperbolehkannya hukuman penjara sebagai 
ta’zi@r adalah tindakan Nabi Muhammad yang pernah memenjarakan 
beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Demikian pula 
Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdhulah ibn Az Zubair di Makkah 
ketika ia menolak membaiat Ali.
170
 Sehingga penerapan hukuman pidana 
penjara dinilai juga sesuai dengan hukum Pidana Islam.
                                                          
168
Makrus Munajat, Fiqih Jinayah…hlm.163. 
169
Ibid., hlm.167. 
170
Ibid. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
C. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 
157/Pid.B/2017/PN. Surakarta berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat 
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dan 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) 
KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Barangsiapa 
b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum;  
c. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan 
(nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, dan 
rangkaian kebohongan). 
d. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut 
melakukan perbuatan. 
Sehingga menurut penulis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap terdakwa sudah sesuai Pasal 183 dan Pasal 191 KUHAP 
yang mana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta 
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barang bukti yang diajukan di persidangan. Cukup adil dan tepat dalam 
menjatuhi hukuman. 
D. Pandangan hukum pidana Islam mengenai perkara tindak pidana penipuan 
ini termasuk dalam jari>mah ta'zi>r, yaitu hukuman atas jari>mah- jari>mah 
yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Karena didalam Al 
Qur’an tidak dijelaskan secara jelas mengenai hukuman bagi pelaku 
penipuan walaupun larangan menipu itu dilarang di dalam Al Qur’an. 
Sehingga hukuman bagi pelakunya dikategorikan dalam ta'zi>r karena 
melakukan perbuatan pelanggaran yang menyinggung hak individu, yaitu 
perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Sehingga 
menurut penulis mengenai macam hukuman ta'zi>r maka tergantung pada 
wewenang dari penguasa (hakim) seperti hukuman penjara yang 
memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana 
tersebut. 
B. Saran 
1. Masalah penipuan sudah sering terjadi dikalangan masyarakat, yang 
dilakukan dengan berbagai cara. Sehingga masyarakat harus diberi 
penyuluhan hukum mengenai penipuan dan sanksi yang diberikan bagi 
pelaku penipuan. Dan untuk masyarakat jangan mudah untuk 
mempercayai suatu hal, dan harus mencros cek kembali apakah itu benar 
atau tidak. 
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2. Dalam menjatuhkan sanksipun Majelis Hakim hendaknya memberikan 
saksi yang maksimal sehingga pelaku jera dan tidak melakukan perbuatan 
tersebut. 
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